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RINGKASAN 

Seribu tahun lebih pada era masa keemasan Islam, peran wakaf pernah membentuk 

karakter tata kota dan beberapa kawasan benua tidaklah dikatakan bombastis. Sebagian besar 

fasilitas public dan sosial di kota-kota islam sesungguhnya hasil dari kontribusi wakaf. Inilah 

legasi islam membentuk peradaban dunia melalui syariah wakaf. Namun, perkembangan 

eksistensi wakaf mengalami kejatuhan akibat politik kebijakan colonial yang berefek domino 

ke kejatuhan ekonomi dan sosial islam sampai sekarang. Termasuk di Indonesia. Peneltian 

ini bertujuan merekontruksi karakter eksistensi kebijakan wakaf Indonesia melalui prinsip 

haromonisasi. 

 Target khusus yang ingin dicapai  adalah: (1) mengevaluasi kebijakan perwakafan 

di Indonesia (2) menjelaskan fator –faktor kebutuhan harmonisasi syariah dan tuntutan 

kebutuhan hukum dalam pengembangan manajemen wakaf di Indonesia. Target khusus 

kesatu dan kedua  merupakan produk yang diharapkan  pada tahun pertama. Penelitian tahun 

pertama tersebut merupakan penelitian deskriptif yang akan dijadikan sebagai bahan  untuk 

(3) merekonstruksi asas dan konsep harmonisasi syariah dan hukum dalam pengembangan 

kebijakan manajement perwakafan di Indonesia (4) membangun model barukelembagaan 

perwakafan yang beraparadigma good waqf goernance dan ini sekaligus menjadi  target 

khusus tahun kedua. 

Untuk mencapai  target-target tersebut, penelitian ini pada dasarnya menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan rancangan studi kasus, dan dalam batas-batas tertentu juga 

menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam penentuan subyek penelitian 

(responden), dan penggunaan teknik pengumpul data, misalnya selain menggunakan teknik 

baku pendekatan kualitatif (wawancara mendalam dan observasi), juga menggunakan angket 

yang biasa digunakan dalam penelitian kuantitatif (survei), termasuk juga dalam teknis 

analisis data  statistik. 

Subyek penelitian ini meliputi, pejabat Pemerintahan Daerah (Law Maker) , Lembaga 

wakaf, Ketua Kelompok Pengguna Wakaf. Organisasi Masyarakat Islam.  

Evolusi eksistensi wakaf di Indonesia mengalami pasang surut dalam dataran kebijakan 

maupun praktek. Untuk itu dicanangkan pelembagaan pengembangan dan pengelolaan 

wakaf. Alasan fundamental pelembagaan wakaf karena eksistensi wakaf belum berperan 

maksimal dan masih belum dikelola secara professional. Faktor kebijakan dan hukum yang 

belum memberdayakan, factor partisipasi masyarakat luas yang masih jauh dari harapan. 

Pelembagaan wakaf berbasis prinsip adil dan seimbang (adl wal ihsan) serta responsiveness 

(ihtimam) dalam kebijakan dan hukum serta implementasi pengelolaan dan 

pengembangannya dipercaya dapat mereitalisasi peran wakaf untuk pemberdayaan umat.  

Kata Kunci: Harmonisasi, syariah, hukum, pengembangan, kebijakan wakaf 
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PRAKATA 

Alhamdulillahirrobilalamiin, segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam. Tiada 

daya dan kekuatan selain dari Nya. Sholawat dan salam semoga dilimpahkan kepada 

penghulu para Nabi dan teladan bagi umat manusia sampai akhir zaman, Penutup Nabi, 

Muhammad SAW. Smoga dilimpahkan pula kepada keluarga beliau dan semua pengikut-

pengikut setia. 

Salah satu amalan yang paling dicintai Allah adalah jihad fi sabilillah, diantara 

jihad adalah bersungguh-bersungguh menegakkan agamanya dengan memberikan harta 

wakaf untuk kemaslahatan umat. Kecintaan umat terbaik ini terhadap wakaf sudah 

dibuktikan dengan terjaganya eksistensi dakwah dengan sarana dan prasara yang ada 

sejak hadirnya Islam 1400 tahun masehi yang lalu sampai sekarang. Dengan berbagai 

level kesadaran untuk berwakaf, syiar islam dan kebutuhan keuamatan baik kebutuha 

individu maupun institusi terfasilitasi. Kebutuhan indiidu berupa terckupinya kebutuhan-

kebutuhan pokok sampai kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Kebutuhan institusi 

dengan semakin menjamurnya lembaga-lembaga keislaman yang berperan untuk menjaga 

eksistensinya di seluruh nusantara.  

Harmonisasi nilai islam dengan hukum nasional untuk menciptakan kelembagaan 

dan praktek perwakafan menciptakan efektifitas peran wakaf secara nyata. 
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BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

“The waqf grew to a staggering size, amounting to about one third of the Islamic 

Ottoman Empire which ever governed two third of the world and a substantial part of 

muslim lands elsewhere. Its contribution to the shapping of town and state spatial 

character was not deniable”  (Siraj Sait & Lim: 147) 

Illustrasi tersebut cukup menjadi bukti sejarah bahwa syariah wakaf telah 

berkontribusi strategis dalam mencapai puncak peradaban Islam (Siraj Said, 2008:4). 

Laporan Bank Dunia juga menempatkan lembaga wakaf islam sebagai lembaga 

keagaamaan yang paling terkenal dan paling kaya didunia. Ini telah diakui dan 

dikembangkan di bawah Syariah selama lebih dari seribu tahun (Nursi, 2010:30). Dalam 

wakaf, pemilik permanen memisahkan properti, hak pakai hasil atau pendapatan, untuk 

memberikan manfaat kepada penerima dengan tujuan tertentu(Qordhawi 2013: 102). 

Semangat wakaf dalam Islam sangat berkaitan dengan kaidah sedekah. Investasi Muslim 

dari waktu ke waktu terhadap lembaga wakaf semakin berkembang besar (IDB 2010: 12). 

Tidak terkecuali ratusan sultan dan penguasa, ribuan keluarga sejahtera dan jutaan warga 

biasa juga membuat kontribusi kecil dari apa pun yang mereka bisa lakukan untuk 

amalan wakaf ini. Walaupun pengembangan kelembagaan wakaf ada pasang surutnya 

(Potren Gontor: 2013: 4). 

Wakaf sudah ada sejak zaman Rasullullah SAW, ketika Saidina Umar ra. 

memperoleh tanah di Khaibar. Saidina bertemu Nabi Muhammad SAW untuk 

mengetahui apa yang harus ia lakukan dengan tanah yang didapatkan. Rasullullah SAW 

bersabda, Saidina Umar dapat menyumbangkan hasil dan tidak menjual atau 

memberikannya kepada orang lain. Wakaf juga milik umat Islam yang dimana 

diperuntukkan kepentingan kaum muslimin pada umumnya(Mubarakfury 2004: 202). 
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Umumnya, wakaf berasal dari tradisi sedekah dalam Islam (Sayid Sabiq 2008, 

202). Kemudian, selama dinasti Umayyah dan Abbasiyah, ketika wilayah-wilayah baru, 

terutama dari Kekaisaran Romawi, ditaklukkan oleh umat Islam, mereka bertemu dengan 

wakaf yang sudah ada lama bagi gereja-gereja, panti asuhan, biara-biara, dan poorhouses 

di tanah yang ditaklukkan. Terinspirasi oleh hal itu, Muslim mengembangkan lembaga 

wakaf untuk berbagai properti. 

Namun, seiring perkembangan zaman yang modern, maka kelembagaan wakaf 

mengalami perkembangan dengan  kerangka peraturan yang lebih modern (Fauziah, 

2010:403). Ada dukungan masyarakat Islam di tingkat lokal, nasional maupun 

internasional. UNHABITAT (United Nation for Human Setlement) sudah lama 

menyadari bahwa wakaf, zakat, sistem ekonomi islam dan lembaga filantropi islam 

lainya memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan bagi kaum 

miskin. Sistem wakaf yang baru dapat membantu dalam redistribusi tanah, penguatan 

masyarakat sipil dan mendukung keuangan mikro perumahan yang efektif. 

Negara, khususnya berpenduduk mayoritas muslim, sebagai lembaga modern 

yang serius mengembangkan kelembagaan wakaf disamping partisipasi aktif dari aktor-

aktor non-negara. Namun, masyarakat sipil di sebagian besar dunia Islam baik sebagai 

organisasi yang berkedudukan secara nasional maupun internasional juga terbukti 

menjadi lembaga modern yang secara serius mengelola jaringan dana dan wakaf dari 

masyarakat islam sedunia. Aktivis Islam kontemporer tertarik untuk memproduksi alat-

alat otentik untuk menegakkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam, termasuk 

kebangkitan dan penataan kelembagaan seperti wakaf. Gambaran kesadaran ini 

memunculkan kesalahpamahan dari sebagian kecil kelompok islamophobia yang 

dianggap kontra produktif dengan model Barat (Qordhawai 2010: 301). 

Negara –negara berkembang papan atas giat mengkaji dan mengimplementasikan 

sistem kelembagaan wakaf dan zakat ataupun sistem ekonomi islam lainnya dan berhasil 
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ikon pengembangan kelembagaan-kelembagaan ekonomi islam seperti Malaysia, Turki, 

Singapura. Bahkan negara-negara di kawasan Eropa dan Amerika tidak ingin ketinggalan 

mengembangkan lembaga-lembaga ekonomi islam ini melalui pebuatan lembaga 

pengkajian islam dan pilot projek (Syafei Antonio, 2008: 12). Tidak terkecuali Indonesia 

saat ini walaupun tidak terlalu progresif dalam artian implementasi mengembangkan 

kelembagaan melalui proses legislasi.  

 Berdasarkan uraian syariah, fiqih dan tradisi wakaf islam pada salafuh 

sholeh diatas terdapat prinsip pengaturan hukum wakaf yang bersifat univiersal dan 

fundamental: 

1. Wakaf dipahami oleh generasi awal sebagai bagian penting dari ajaran islam yang 

bernilai strategis secara formal maupun subtansinya, begitu pula menyangkut jenis-jenis 

wakaf, yang kesemuanya untuk mengokohkan dan menjawab tantangan dalam hubungan 

manusia dengan manusia serta melanggengkan hubungan manusia dengan Allah ( aspek 

fiqriyah) ; 

2. Ajaran wakaf islam mempunyai tujuan dan fungsi yang luas menyangkut demensi 

kehidupan manusia baik bersifat ibadah mahdoh maupun ibadah „aam; (aspek ghoyah) 

3. Kesadaran wakaf menggerakan untuk mewakafkan apapun yang bermanfaat tidak 

sekedar harta yang berupa tanah (memperluas obyek wakaf); 

4. Kebutuhan fundamental wakaf telah menjadi kesadaran massif semua umat islam pada 

masa itu, sehingga hampir semua lapisan masyarakat umat islam pada masa rasulullah 

hampir semua terlibat(ektensifikasi subyek); 

5. Pelaksanaan tata kelola wakaf dilakukan dalam rangka pengembangan kemanfaatan daya 

guna wakaf yang produktif dan berkelanjutan (penguatan dan pengembangan kelebagaan) 

 

Sementara itu akibat dari factor kolonialisme dan berkembangnya paham ideologilasi 

makna nation state yang sempit menjadikan  prinsip fundamental dan universalitas wakaf 

mengalami reduksi pada aras pemahaman, kebijakan, pengaturan, kelembagaan dan praktik 
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perwakafan di Indonesia sehingga mengalami evolusi yang relative stagnan dan konservatif. Hal 

ini ditunjukkan dengan phenomena: 

 

 

 

 

Obyek Harmonisasi 

Kecenderungan 

Fenomena Wakaf 

Prinsip 

Harmonisasi 

Prinsip Syariah 

Wakaf 

Pemahaman 
Sempit 

? Pemahaman Ideal 

Kebijakan 

Terbatas 

? Kebijakan Holistik 

Obyek 

Tetap/Tanah 

? Obyek Tak 

Terbatas 

Subyek Terbatas ? Partisipasi Luas 

Kelembagaan 

Negara Centris 

? Tata Kelola 

Berbasis Public 

Engagement and 

Accountability 

 

 

1. Pemahaman bahwa wakaf adalah hanya menyangkut aktivitas yang sempit. Sehingga wakaf 

lebih cenderung menjadi tuntutan ruang lingkup aktivitas yang terbatas. Eksistensi wakaf 

pada masa rasulullah tereduksi oleh pemahaman yang semakin jumud, konservatif. Tidak 

terpilahkan aspek yang bersifat pokok dan aspek yang bersifat dinamis.. 

2. Kebijakan mengenai tujuan dan fungsi wakaf kecenderungan diformulasikan dan dipraktekan 

dalam ruang lingkup ibadah maahdah. Phenomena masyarakat lebih tertarik wakaf untuk 

kebutuhan tempat-tempat sholat merupakan hal yang masih lekat.  
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3. Obyek wakaf dari sejak adanya peraturan yang ada di Indonesia kecenderungan masih berupa 

tanah. Masyarakat belum  familiar berwakaf dalam bentuk harta-harta yang bersifat uang 

ataupun benda-benda bergerak dan tidak bergerak yang bersifat strategis dan modern.  

4. Wakaf lebih banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang secara formal keagamaan memang 

seharusnya melakukan wakaf, ulama, haji, santri. Padahal syarakat untuk berwakaf adalah 

muslim. Semua umat islam sudah semestinya tergerak untuk melakukan wakaf. Begitu pula 

perkembangan istilah subyek hukum dalam dunia modern belum secara familiar dierima 

dalam hukum perwakafan di Indonesia. 

5. Tata kelola wakaf masih cenderung tradisional dan government centris. Prinsip-prinsip yang 

berbentuk keorganisasian, tata nilai dan prosedur modern tata tata kelola perwakafan (good 

governance maupun good corporate governance) masih jauh dari harapan. 

 

Gap yang terkategorikan dalam pemahaman, kebijakan, ruang lingkup subyek, ruang 

lungkup obyek, dan kelembagaan sangat perlu diharmoniskan dan disinergikan. Sehingga muncul 

kebijakan, kelembagaan dan praktek wakaf yang syar‟I dan modern. 

 

Dalam evolusi kehidupan kenegaraan Indonesia, perwakafan mengalami perkembangan 

yang relative lambat dan konservatif. 

Ada beberapa peraturan yang dikelola wakaf yang secara kronologis dikeluarkan, 

yaitu: 

1. UU No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 49 khusus 

mengatur tenttang wakaf pertanahan; 

2. PP No 77 Tahun 1978 tentang pelaksana perwakafan pertanahan.  

3. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; 

4. Peraturan Mahkamah Agung No 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi 

Syariah. 

5. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf; 

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut tergambar bahwa aspek 

penerapan fiqih dan manajemen perwakafan adalah hal penting. Fiqih menyangkut 

keabsahan perwakafan. Manajemen adalah hal lain yang sangat sangat dibutuhkan untuk 

operasionalisasi pesan fiqih aspek wakaf. Bahkan dalam dunia bisnis , manajemen akan 

menentukan apakah itu akan datang dengan keuntungan atau penipuan. Sayangnya 

leglislasi perwakafan hanya melihat menajement sebagai sekedar sebuah rangkain 

prosedur yang bersifat mekanis tidak memberi ruang intrepetasi prositif dan keterlibatan 

semua pihak termasuk peran strategis negara dalam proses pemberdayaan kelembagaan 

dan produktifitas perwakafan (lihat Munawir Sadzali, 1998, 200).  

Tidak dipungkiri obyek wakaf tanah di Indonesia terbesar di dunia namun tidak 

dipungkiri pula bahwa kelembagaan wakaf prositif dari peraturan perundangan, institusi, 

cara pandang pengelolaan wakaf, dan implementasi wakaf di Indonesia adalah yang 

paling ketinggalan jaman di dunia. Paradigma dalam pengembangan prinsip konsep dan 

pemikiran wakaf masih diwarnai pilihan mazab tertentu yang bersifat sangat jumud. Sisi 

lain,  modernsisi kelembagaan wakaf di Indonesia juga paling tidak produkti dan tidak 

accountable sehingga perwkafan di Indonesia tidak memberi andil maksimal untuk 

mengatasi krisis ekonomi umat islam.  

Sangat ironis, akumulasi tanah wakaf sejumlah ratusan ribu hektar, masjid dan 

mushola berdiri megah berjumlah jutaan dan SDM umat islam mayoritas namun masih 

menghadapi kemiskinan, pengangguran dan derajad pendidikan umat islam yang masih 

rendah (Lihat laporan Depag , 2013 dan bandingkan dengan Laporan Bank Dunia  2012, 

tentang Posisi Indonesia dalam tingkat kesejahteraan, bandingkan pula dengan Kriteria 

Milliminium D&G).  
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Berdasaran alasan krusial tersebut, sangat penting melakukan pengkajian dan 

penelitian tentang Harmonisasi Syariah dan Hukum Indonesia melalui Pelembagaan 

dan Praktik Wakaf di Indonesia. 

 

B. Pertanyaan Penelitian  

1. Bagaimana evolusi eksistensi kelembagaan wakaf  Indonesia? 

2. Pertimbangan apa saja untuk pengembangan kelembagaan wakaf Indonesia? 

3. Prinsip-prinsip harmonisasi apa untuk pengembangan kelembagaan wakaf di Indonesia? 

4. Model kebijakan dan kelembagaan wakaf seperti apa yang berbasis prnsip-prinsip 

harmonisasi syariah dan tuntutan dan kesadaran hukum Indonesia?  

 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Wakaf 

1 . Definisi Wakaf 

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab. Awalnya "WAQOFA" berarti menahan atau 

menghentikan atau diam. Kata "WAQOFA - YAQIFU - WAQFAN " dalam arti yang 

sama dengan "HABASA - YAHBISU - HABSAN". 

Definisi wakaf secara terminologi telah dijelaskan oleh beberapa ulama Islam 

sebagai berikut : 
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Menurut pendapat Sayid Sabiq, wakaf adalah menahan esensi (asal) dari objek 

dan memanfaatkan hasilnya di jalan Allah. Ali bin Muhammad Al - Jurjani berpendapat 

bahwa wakaf adalah menahan esensi dari objek yang dalam kepemilikan Waqif dan 

memanfaatkan hasilnya. 

Menurut Abu Hanifah, wakaf adalah menahan objek, yang secara hukum masih 

dalam kepemilikan Waqif dalam rangka pemanfaatan hasilnya demi kebaikan. 

Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah, ia menyimpulkan bahwa kepemilikan benda 

wakaf tidak berubah, dan Waqif yang bisa menarik benda keluar dan mungkin dijual. 

Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah jaiz (tidak wajib). 

Menurut pendapat Jumhur, wakaf adalah menahan benda yang berpotensi datang 

dengan manfaat. Oleh karena itu, kepemilikan hak Waqif dan orang lain dihentikan. Hasil 

dari obyek wakaf akan memanfaatkan untuk kebaikan dan kebaikan di jalan Allah. Oleh 

karena itu, hak kepemilikan benda wakaf akan terlepas dari Waqif dan menjadi hak 

Allah. 

Anwar Haryono memberikan definisi wakaf yaitu pelepasan kepemilikan hak 

obyek wakaf dan hasilnya untuk kepentingan publik, pelepasan kepemilikan benar oleh 

endowment dianggap sebagai amal. 

Selain definisi wakaf, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum 

orang yang sengaja melepaskan sifat mereka dalam rangka untuk memanfaatkan 

manfaatnya demi kebaikan di jalan Allah. 

Munculnya lembaga wakaf itu tak lepas dari tujuan ibadah yang diperintahkan 

oleh agama. Dengan demikian, seperti yang terlihat posisinya sebagai lembaga Islam, 

wakaf dianggap sebagai lembaga Islam yang dianjurkan bagi umat Islam yang memiliki 

sifat untuk kepentingan  publik yang didasarkan pada kondisi yang ditentukan. 
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2 . Sejarah Wakaf 

Wakaf telah dikenal sejak era Nabi Muhammad SAW, yang dimulai dari imigrasi 

Muhammad SAW ke Madinah, dan itu dilaksanakan pada tahun kedua Hijriyah periode. 

Para ulama Islam berpendapat bahwa pelaksanaan wakaf pertama terjadi ketika 

Umar bin Khatab sedekah tanahnya di Khaibar. Namun, ada pendapat lain yang 

mengatakan wakaf pertama kali diimplementasikan dalam Islam adalah tanah yang 

diberikan oleh Muhammad SAW untuk pembangunan masjid. Hal ini didasarkan pada 

narasi yang berasal dari Umar bin Syabah yang mengatakan: 

"Kami meminta mengenai pada wakaf pertama dalam Islam, Muhajirin menjawab 

bahwa wakaf Umar, namun Anshor menjawab wakaf dari Rasulullah Muhammad SAW." 

(Asy - Syaukani , 1374 H : 129) 

Abu Thalhah juga sedekah tanah tercinta dari "Bairoha" untuk pertanian dan 

perkebunan. Selain itu, telah diikuti oleh sahabat yang lain yaitu Abu Bakar, Usman, Ali 

bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah 

yang merupakan istri Rasulullah. Semangat wakaf dilaksanakan oleh seluruh masyarakat 

Muslim di seluruh dunia sebagai ketaatan kepada Allah SWT. 

Berdasarkan uraian kisah singkat perwakafan tersesbut para ulama sepakat bahwa 

wakaf sebagai ibadah strategis untuk menopang sendi ekonomi, sosial, politik system 

pemerntahan Islam sampai pemerintahan Turki Usmani. 
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3. Dasar Hukum Wakaf dalam Hukum Islam 

Firman Allah S.W.T dalam surah ali-imran ayat 92: 

“Kamu tidak sekali-kali akan mencapai (hakikat) kebajikan dan kebaktian (yang 

sempurna) sebelum kamu dermakan sebahagian apa yang kamu sayangi.  Dan sesuatu 

apa jua yang kamu dermakan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” 

Dasar hukum wakaf di Hukum Islam disebut kitab suci Al-Quran dan tradisi 

kenabian Muhammad SAW yaitu: 

 اذا هاث ابي ادَم اًقطع عولَ الاّ هي ثلاث: عي أبى ُريرة رضي الله عٌَ اىّ الٌبّي صلى الله عليَ ّسلن قال :

 (رّاٍ هسلن)أّ ّلد صالح يدعْلَ , أّ علن يٌتفع بَ, صدقت جاريت

Hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah: 

“Apabila mati seseorang itu maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara : 

sedekah jariah, ilmu yang termanfaat dan anak yang soleh mendoakan untuknya.” 

Begitu pula dalam suatu riwayat: 

“Diberitakan dari Ibnu Umar bahawa Umar mendapat bahagian sebidang tanah di 

Khaibar. Beliau berkata, "wahai Rasullullah.  Saya mendapat sebidang tanah di Khaibar 

sedangkan saya belum pernah mendapat yang lebih berharga daripada itu. Apa yang 

sebaiknya saya lakukan?" Rasullullah S.A.W menjawab, "Bila kamu mahu, 

sedekahkanlah."  Lalu Umar menyedekahkan tanah itu dengan syarat tidak boleh dijual, 

dihibahkan dan diwariskan.  Tanah itu harus digunakan untuk digunakan kaum miskin, 

karib kerahat, para hamba sahaya, orang-orang lemah, dan ibnu sabil.  Pengelola tanah 

mengikut sekadarnya" 

Menurut Muhammad Ismail Al - Kahlani , kata " صدقتجاريت " berarti wakaf . Karena 

tradisi kenabian di atas telah dibahas dalam bab wakaf, karena itu para ulama Islam menafsirkan 

kata sebagai wakaf. 
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4. Praktik Wakaf Pada Masa Kekhafahan Islam 

Selama Kekaisaran Ottoman (1299-1923) dan Kekaisaran Persia Safawi (1501-

1726), lembaga wakaf menjadi bagian penting dari sistem ekonomi kerajaan Islam. Pada 

tahun 1826, melalui inisiatif reformasi hukum tertentu dalam Kekaisaran Ottoman, sifat 

wakaf dan administrasi ditempatkan di bawah kendali suatu kementerian Imperial dan 

pendapatan dari properti wakaf diambil oleh negara. 

Hal ini dinyatakan jelas bahwa sebelum Islam tidak ada wakaf di Saudi. Wakaf 

awal disebutkan oleh otoritas hukum adalah bahwa khalifah kedua dan seperti yang 

dijadikan dasar hukum yang terbaik adalah untuk memberikan laporan lengkap tentang 

hal itu sebagaimana diceritakan oleh tradisi Bukhari Sharif: 

Al-Quran telah menyebutkan bahwa Ka'bah adalah yang pertama dari tempat 

ibadah yang dibangun oleh manusia dan merupakan wakaf pertama di dunia, serta 

dinyatakan dalam wahyu Allah SWT yaitu: 

 

The Ottoman Land Code 1858 yang didasarkan pada kedua praktek Ottoman dan 

hukum Islam. Ini mendefinisikan lima kategori tanah : kepemilikan pribadi ( mulk ), 

tanah Negara ( miri ) dan endowment ( wakaf ), tanah mati ( mewat ), dan lahan publik 

untuk penggunaan umum seperti padang rumput untuk penggunaan kota dan desa 

tertentu, pasar, taman dan tempat untuk berdoa ( metruke ). Kode tetap dasar undang-

undang negara modern dan pembagian ke dalam bentuk-bentuk kepemilikan lahan tetap 

di tempat hari ini. 

Hukum Islam memfasilitasi kepemilikan penuh, conceives dari 'Negara' lahan 

yang dapat digunakan untuk kepentingan umum dan juga mengakomodasi kolektif dan 

akses lahan kelompok dan hak guna. Strategi penyesuaian tanah yang menemukan 



18 

 
 

 

otoritas mereka dan legitimasi sosial abadi prinsip-prinsip Islam kesetaraan dan 

egalitarianisme seperti dalam komunal ('musha‟) desa, menggunakan pertukaran plot dan 

kompensasi, bisa dalam kondisi yang tepat meningkatkan akses terhadap lahan di mana 

sering ada paket terfragmentasi dan web tenor. Demikian pula, lembaga dana abadi 

(wakaf) dapat memfasilitasi hak atas tanah yang sering diawetkan dalam lingkaran yang 

lebih kecil dari kelas mendarat. 

Pengembangan Wakaf dapat secara signifikan berkontribusi pada pemberdayaan 

ekonomi umat, mengingat bahwa pembiayaan pemerintah sektor sosial secara global 

telah berkurang, terutama di negara-negara kurang berkembang (LDC) di mana anggaran 

pemerintah telah menyusut . Pada saat yang sama bantuan asing juga menjadi langka 

sebagai tolakan dari krisis keuangan global. Akibatnya, negara-negara berkembang 

menemukan diri mereka semakin tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, 

terutama di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam situasi seperti itu, Wakaf dapat 

memainkan peran penting seperti yang mereka lakukan untuk berabad-abad di semua 

masyarakat Muslim di mana sekolah-sekolah dan rumah sakit yang dibiayai terutama 

melalui Wakaf. 

Desakan teoritis Islam yang kepemilikan segala sesuatu adalah milik Allah sendiri 

menandakan bahwa kepemilikan tunduk pada prinsip-prinsip yang adil dan redistributif. 

Kepemilikan ilahi digabungkan dengan berulang referensi Qur'an yang menyatakan 

bahwa semua manfaat dari sumber daya manusia alam. Negara ini mengasumsikan tanah 

'kepemilikan' atas nama Tuhan, tetapi untuk kepentingan masyarakat. Hak milik Islam 

menggabungkan unsur redistributif, yang jelas dalam institusi seperti dana abadi (wakaf) 

dan amal (zakat). Dalam Islam, orang miskin memiliki hak terhadap Negara serta kaya. 

Dalam Islam tanah terbengkalai yang pernah diperoleh atau dipesan oleh 

siapapun. Sebagian besar ahli hukum Islam menganggap jenis tanah sebagai wakaf tanah 

atau diperlakukan sebagai rampasan perang, yang jatuh ke dalam kepemilikan 
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masyarakat. Siapa saja yang dapat merehabilitasi jenis tanah atau membawa ke dalam 

pemanfaatan langsung dapat mengklaim kepemilikan tetapi ia tidak dapat 

mengesampingkan persyaratan Negara untuk kepentingan umum masyarakat. 

Tanah di wakaf secara eksplisit ditetapkan sebagai milik Allah, menempatkan rem 

pada kepemilikan pribadi atau negara atas itu. Ini adalah bentuk penguasaan tanah 

dengan peran penting dalam mempromosikan akses Toland untuk berbagai manfaat dan 

bab berikutnya dikhususkan untuk wakaf dan filantropi Islam. Namun, perlu dicatat 

bahkan pada tahap ini bahwa wakaf dan teori-teori yang berkaitan dengan doktrin Islam 

shuf'a (hak preemption) dipandang dalam perspektif kolonial sebagai contoh 

keterbelakangan hukum Syariah dalam hal membatasi kepemilikan individu, sebagai 

lawan elemen kunci dalam pengaturan yang kreatif dan fleksibel. 

Al-Qur'an tidak mengandung referensi khusus untuk wakaf, dan parameter 

hukumnya telah dikembangkan selama berabad-abad oleh para ahli hukum. Hal ini 

terinspirasi oleh penekanan berulang pada amal sebagai tindakan pengabdian kepada 

Allah (misalnya Qur'an 51:19; 2:215; 3:92; 2:177). Charity terhadap anggota tergantung 

secara ekonomi dari keluarga, komunitas dan masyarakat merupakan salah satu dari lima 

prinsip dasar Islam. Misalnya, setiap Muslim Sunni wajib membayar zakat tahunan 

dalam istilah moneter, dihitung berdasarkan keuntungan tahunan atau penghasilan di atas 

dan di luar kebutuhan hidup, meskipun dengan cara pembayaran yang bervariasi. Hal ini 

dapat dibayarkan kepada masjid, orang miskin, lembaga amal atau negara. Di negara-

negara seperti di Pakistan, Sudan, Libya, dan Arab Saudi pajak wajib dikenakan. Dalam 

lain seperti Yordania, Bahrain, Kuwait, Lebanon, Malaysia, dan Bangladesh, koleksi 

zakat diatur oleh negara dan diatur oleh hukum. Zakat berfungsi untuk memurnikan 

kekayaan dan orang yang membuat pembayaran amal dan Islam mengutuk pola perilaku 

tertentu secara luas dikaitkan dengan beberapa orang yang telah mencapai kekayaan, 

seperti kesombongan, keserakahan, dan cinta kekayaan. 
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Kemiskinan adalah sebuah fenomena ekonomi multidimensi yang memiliki baik 

konsekuensi politik dan sosial. Ini ada di seluruh generasi dan masyarakat terlepas dari 

afiliasi budaya dan batas-batas geografis. Meskipun sifat kemiskinan dapat bervariasi dari 

masyarakat untuk masyarakat, budaya ke budaya dan waktu ke waktu, kemiskinan tetap 

baik di daerah pedesaan maupun perkotaan sama, dan juga di kedua negara maju dan 

berkembang. 

Program anti-kemiskinan dapat secara luas diklasifikasikan menjadi dua strategi : 

(a) Strategi tidak langsung : yang merumuskan kerangka kebijakan makro-ekonomi untuk 

memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, lapangan kerja yang lebih tinggi, lebih 

tinggi pendapatan per kapita, dan akhirnya mengurangi kemiskinan, dan (b) Strategi 

Direct : yang menargetkan populasi istimewa bawah dan memberikan bantuan yang 

diperlukan untuk menjamin akses kredit, meningkatkan kondisi kesehatan, meningkatkan 

tingkat melek huruf dan akhirnya mengentaskan kemiskinan. 

Prinsip-prinsip Islam pengentasan kemiskinan didasarkan pada pandangan Islam 

keadilan sosial dan keimanan kepada Allah SWT . Islam mendefinisikan kemiskinan 

sebagai negara dimana seorang individu gagal untuk memenuhi salah satu dari lima 

persyaratan dasar manusia hidup : (a) Agama, (b) diri fisik, (c) Akal atau Pengetahuan, 

(d) Offspring, dan (e) Kekayaan. Ekonomi Islam mengidentifikasi perbedaan individual 

antara orang-orang karena setiap orang dikaruniai dengan jenis dan tingkat kemampuan 

manusia yang berbeda. Jadi, meskipun orang diberi kesempatan yang sama, status 

ekonomi dari dua individu tidak dapat equal. Oleh karena itu, kemiskinan tidak dapat 

diatasi hanya melalui redistribusi pendapatan atau menjamin peluang yang adil bagi 

semua. Pendekatan Islam untuk pengentasan kemiskinan idealnya akan melibatkan 

pendekatan holistik termasuk serangkaian langkah-langkah antikemiskinan : (a) tingkat 

pendapatan meningkat dengan program pro-poor, (b) mencapai pemerataan pendapatan 

dan (c) memberikan kesempatan yang sama bagi semua sosial segmen. 
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Penciptaan Wakaf melibatkan beberapa kewajiban hukum seperti : (a) properti 

harus menjadi aset nyata yang memiliki beberapa makna lamanya seperti tanah, 

bangunan, unta, sapi, domba, buku, perhiasan dll. (b) Properti harus diberikan secara 

permanen. (c) Wakaf pendiri harus secara hukum fit dan cenderung untuk mengambil 

tindakan seperti itu dan seorang anak , orang gila , atau orang yang tidak memiliki 

properti tidak dapat membuat Wakaf. (d) Tujuan dari Wakaf harus tindakan amal dari 

kedua sudut pandang syariah dan pendiri. (e) Akhirnya, penerima manfaat, orang (s) atau 

tujuan (s), harus hidup dan sah. Namun, Wakaf dapat secara tunai juga. Pada abad 

pertama Hijrah, uang tunai Wakaf dalam praktek dalam dua bentuk : (1) uang tunai untuk 

pinjaman gratis ke penerima manfaat, dan (2) uang tunai untuk investasi dan 

pengembalian bersih sebagaimana ditugaskan kepada penerima manfaat. Seperti uang 

tunai Wakaf menjadi sangat umum di tahap akhir dari Kekaisaran Ottoman juga. 

Wakaf adalah instrumen Ekonomi Islam yang sangat unik didasarkan pada 

kebenaran (birr), kebaikan (ihsan), dan persaudaraan. Fitur utama dari wakaf adalah 

kepemilikan pribadi akan dianggap milik Allah setelah transfernya properti. Harap baik 

akan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat. Melalui wakaf 

diharapkan akan ada proses distribusi manfaat berarti bagi masyarakat luas mulai dari 

manfaat pribadi dengan manfaat sosial. Wakaf merupakan lembaga ekonomi Islam yang 

ada dari kedatangan Islam. Hal ini terbukti dalam sejarah bahwa lembaga wakaf menjadi 

salah satu pilar yang kuat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan ekonomi 

pemerintahan Islam. 

Selain argumentasi wakaf dalam Islam, itu bisa disebut wahyu dari Allah dalam 

kitab suci Al-Quran, tradisi kenabian Muhammad SAW, dan ijtihad yang dilakukan oleh 

ulama Islam. Misalnya argumentasi yang dimaksud Quran adalah: 

4 . Elemen dan Kondisi Wakaf 

Ada empat unsur wakaf, yaitu: 
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a. Orang yang menyumbangkan (Waqif); 

b. Objek disumbangkan (Mauquf); 

c. Tempat Sumbangan (alaih Mauquf '), yaitu tempat di mana benda wakaf akan 

disumbangkan; 

d. Aqad, yaitu perjanjian antara Waqif dan mauquf ' alaih pada obyek wakaf. 

Dalam rangka menciptakan status hukum wakaf, ada beberapa kondisi yang harus 

dipenuhi yaitu: 

a. Orang yang menyumbangkan harus dalam kepemilikan penuh dari obyek wakaf. Waqif 

harus dewasa, dan wakaf harus dilakukan dengan sengaja tanpa kekuatan apapun. 

b. Inti dari objek wakaf harus abadi . Ini berarti ketika manfaat dari obyek wakaf muncul, 

dalam waktu yang sama esensi dari objek wakaf tidak rusak. 

c. Penerima obyek wakaf harus menjadi orang yang memiliki hak untuk memiliki sebuah 

objek, sehingga dianggap ilegal jika kinerja wakaf untuk budak. 

d. Janji wakaf dinyatakan dengan jelas baik secara lisan dan tulisan. 

e. Cash, karena wakaf berarti mentransfer hak kepemilikan secara langsung pada waktu itu. 

 

5. Nadzir 

Nadzir adalah orang atau badan yang memegang mandat untuk memanfaatkan 

dan mengelola properti wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Pada dasarnya, setiap orang 

bisa menjadi nadzir asalkan ia memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan hukum. 

Orang yang memiliki kewenangan untuk menentukan nadzir adalah Waqif. Hal 

ini dimungkinkan jika Waqif menjadi nadzir, atau ia bisa menyerahkan pengawasan atas 

properti wakaf yang lain, baik secara individu maupun secara organisasi. Selain 

pengawasan dan manajemen wakaf, pemerintah memiliki kewenangan untuk menerapkan 
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peraturan hukum yang terkait dengan wakaf dalam rangka menciptakan manajemen yang 

baik dan pengawasan harta wakaf. 

Dalam kasus nadzir bersifat individual , para ahli akan menentukan beberapa 

kondisi yang harus dipenuhi yaitu, (1) badan yang masuk akal, (2) dewasa, (3) andal, dan 

(4) mampu mengelola semua jenis urusan dihormati untuk wakaf properti. 

Bila kondisi di atas tidak terpenuhi, hakim dapat menunjuk orang lain yang 

memiliki hubungan relatif dengan Waqif, namun pengawasan akan dilakukan oleh Waqif. 

Nadzir tersebut memiliki kompetensi untuk melaksanakan setiap tindakan yang 

datang dengan kebaikan untuk properti wakaf terkait dengan masih memperhatikan 

kondisi yang ditentukan oleh Waqif. Namun, nadzir dilarang menggadaikan harta wakaf. 

Sejak, jika juga berkeadilan, ada kemungkinan bahwa pahala wakaf akan dihentikan 

karena harta wakaf harus dijual atau disita dengan tujuan untuk membayar utang. 

Nadzir berhak atas upah pengelolaan harta wakaf asalkan dilakukan dengan baik. 

Jumlah upah akan ditentukan oleh Waqif. Dalam kasus Waqif tidak menentukan jumlah 

upah, hakim dapat memutuskan upah berdasarkan kapasitas kerjanya. 

Sebagai pemegang mandat, pada dasarnya nadzir tidak terbebani oleh risiko yang 

terjadi pada harta wakaf kecuali itu disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan. Jumlah 

kerusakan dan kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan dari nadzir 

akan diputuskan oleh hakim atau otoritas lain. 

 

6. Jenis Wakaf 

Menurut pendapat Sayid Sabiq, ada dua jenis wakaf yang dikenal dalam Islam 

berdasarkan pemanfaatannya yaitu Wakaf Dzurri dan Wakaf Khairi. 
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Wakaf Dzurri kadang juga disebut wakaf 'alal Aulad, yaitu wakaf yang ditujukan 

kepada kepentingan dan keamanan sosial dalam keadaan keluarga. Dengan demikian, 

satu-satunya anggota keluarga akan menikmati manfaat dari harta wakaf, itu berarti 

bahwa orang yang mengambil manfaat dari harta wakaf terbatas. 

Jenis wakaf dengan cara ini adalah legal dan dibenarkan dalam Islam, itu 

didasarkan pada tradisi kenabian yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim mengenai 

pada dzurri wakaf yang dilakukan oleh Abu Thalhah terhadap keluarganya. Pada akhir 

tradisi kenabian dikatakan sebagai berikut: 

 " . فقسوِاأبْطلحتفىأقاربِْبٌىعوَ , ّأًىأرىأًتجعلِافىالأقربيي , قدسوعتواقلتفيِا .... "

Dalam perkembangannya, dzurri wakaf dianggap kurang manfaat yang ditujukan 

untuk walfare sosial, karena sering menyebabkan ketidakjelasan dalam pengelolaan dan 

pemanfaatan harta wakaf. 

Di negara-negara tertentu di seluruh dunia, sebagai seperti Mesir, Turki, Maroko, 

dan Aljazair, pelaksanaan wakaf dzurri telah dieliminasi, karena ada pertimbangan 

tertentu dari beberapa aspek yang menekankan bahwa tanah wakaf dengan cara ini tidak 

produktif . 

Tipe kedua adalah wakaf khairi wakaf. Wakaf khairi ditujukan kepada 

kepentingan umum tanpa batasan pemanfaatannya yang mencakup setiap aspek 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial umat manusia. Umumnya, bunga 

bisa menjadi jaminan sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, pertahanan sipil dan lain-

lain Wakaf khairi didasarkan pada tradisi kenabian Muhammad SAW, ketika Saidina 

Umar ra memperoleh tanah di Khaibar. Saidina memenuhi Nabi Muhammad SAW untuk 

mengetahui apa yang harus ia lakukan dengan tanah yang didapatkan . Rasullullah SAW 

bersabda, Saidina Umar dapat menyumbangkan hasil dan tidak menjual atau 

memberikannya kepada orang lain. 
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Pelaksanaan wakaf khairi dianggap sebagai salah satu cara untuk memanfaatkan 

properti di jalan Allah. Jelas, itu akan dianggap sebagai salah satu media untuk 

pengembangan ekonomi, keagamaan, budaya, sehat, keamanan, dan lain-lain. Dengan 

demikian, tidak hanya dalam keadaan keluarga yang akan menikmati harta wakaf, tetapi 

juga seluruh masyarakat akan menikmati properti wakaf dan manfaatnya. 

 

7.  Sekelumit Harmonisasi Syariah dan Hukum Positif Indonesia di Bidang 

Wakaf 

Harmonisasi syariah dan hukum prositif Indonesia adalah proses 

berkesinambungan. Tahap dan model hormonisasi dilakukan dari yang paling mendasar 

sampai implementasi. Tahapan yang paling mendasar adalah harmonisasi syariah dan 

hukum dalam dataran dasar negara (Mahkamah Konstitusi, 2010). Setelah melalui 

perdebatan panjang tentang wacana perlu tidaknya piagam Jakarta dimasukan kedalam 

konstitusi, maka lahirlah Pancasila. Kemudian tahapan berikutnya adalah harmonisasi 

dalam tataran konstitusi. Dalam tahapan ini melahirkan konstitusi UUD 1945 sebelum 

diamandement menjadi UUDRI 1945. Banyak pasal-pasal dalam konstitusi hasil dari 

harmonisasi diantaranya melalui adopsi keistimewaan daerah berdasarkan asal-usul 

sejarah daerah tersebut. 
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BAB III. TUJUAN, MANFAAT DAN KELUARAN PENELITIAN 

A. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui eksistensi kelembagaan wakaf di Indonesia. 

2. Untuk memetakan factor kebutuhan pengembangan. 

3. Untuk memformulasi prinsip harmonisasi syariah dan tuntutan hukum dan kesaran 

hukum masyarakat Indonesia. 

4. Menemukan disain kebijkan dan kelembagaan perkwafan di Indonesia. 

 

B.. Sumbangan Penelitian 

Penelitian ini akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Secara teoretis 

Penelitian ini akan mengeksplorasi dan memberikan pemahaman baru tentang 

prinsip harmonisasi syariah dan tuntutan dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia.  

2. Secara Praktis 

Penelitian ini memberi keluaran berupa prinsip dan disain keijakan kelembagaan 

perwakafan Indonesia yang berparadigma harmonisasi. 

 

C. Keluaran 

1. Laporan Penelitian 

2. Jurnal 

3. Buku Ajar 
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BAB IV METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Tipe Penelitian 

Di dalam menjawab permasalahan penelitian, metodologi penelitian yang dipakai 

bersifat (type) multidemensi (lihat Maria Soemardjono, 2000) . Penelitian ini melibatkan 

metode kualitatif dan kuantitatif. Pada dasarnya penelitian ini diklasifikasikan penelitian 

hukum yang menggabungkan sifat penelitian non doctrinal dan doctrinal untuk mendapatkan 

hasil penelitian yang jelas, pandangan yang komprehensif, alur pemikiran yang systematis, 

dan temuan penelitian yang signifikan, maka ada kebutuhan untuk menggunakan pendekatan 

kualitatif, khususnya di dalam menganalisis dokumen legislasi yang relevan, kasus-kasus 

yang mendukung, dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Oleh 

karenanya sebelum melakukan penelitian empiris atas hukum dan implementasi system 

administrasi pertanahan, maka dipandang perlu untuk memaparkan teori umum dan 

kerangka hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.
1
 

 

B. Metode Penelitian 

 Secara rinci elemen metodologi penelitian ini sebagai berikut: 

1. Penelitian Kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder. 

Obyek dalam penelitian ini adalah meliputi bahan-bahan hukum: 

a. Bahan Hukum Primer 

1) Peraturan Perundang-undangan mengenai pertanahan 

2) Peraturan hukum tidak tertulis berupa kebiasaan 

b. Bahan Hukum Sekunder 

                                                             

1 Mahfudz MD,  2008, Introduction of Legal Policy, Gadjah Mada Press, pages 120. 
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1) Jurnal-jurnal ilmiah mengenai pertanahan 

2) Makalah-makalah pertanahan 

3) Buku-buku mengenai pertanahan 

c. Bahan Hukum Tersier 

1) Kamus Hukum 

2) Kamus Bahasa Inggris 

2. Penelitian lapangan, penelitian ini untuk mendapatkan data primer yang meliputi: 

a. Lokasi penelitian di DIY dengan alasan bahwa di DIY terdapat pengalamanan 

pengelolaan wakaf dan penyelesaian kasus-kasus penyelesaian pertanahan wakaf 

yang relatif terbaik (the success experience) secara nasional (berdasarkan peringkat 

yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional tahun 2010)  

b. Responden: 

1) Kepala Kantor Wilayah Pertanahan DIY  

2) Anggota DPRD Komisi Pertanahan 

3) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota di DIY 

4) Tokoh masyarakat 

5) LSM 

c. Nara Sumber 

1) Pakar dan Pengamat hukum pertanahaN 

2) Pakar mengenai eksistensi wakaf 

d. Alat Pengumpulan Data 

1) Pedoman Wawancara terstruktur 

2) Check List Daftar Inventaris Permasalahan  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kepustakaan, data yang dikumpulkan seperti halnya jurnal, majalah, 

buku-buku, surat kabar, perundang-undangan, putusan peyelesaian pertanahan, internet dan 

segala materi sekunder terkait proses munculnya putusan atas sengketa pertanahan, untuk 
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menguji akurasi data yang telah dikumpulkan, maka akan dilakukan wawancara dengan 

beberapa orang narasumber yang ahli dalam bidang terkait, untuk wawancara para ahli ini 

dipandu dengan adanya daftar pertanyaan. Penelitian lapangan akan dilakukan dengan 

wawancara dengan responden (para pihak) yang terkait dengan proses penyelesaian konflik 

pertanahan melalui lembaga-lembaga penyelesaian konflik pertanahan.  

a. Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf 

b.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Agraria  

c. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 

tentang Wakaf.  

d. Peraturan Badan Wakaf Nasional No 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Pengembangan Wakaf Properti 

 

D. Teknik dan Analis Data 

Maria Soemardjono memberikan ilustrasi bahwa analisis data setidaknya meliputi 

editing dan coding. (Maria S.W. Soemardjono, 1997: 38). Analisis data dalam penelitian 

ini dilakukan setelah data primer maupun data sekunder terkumpul dengan tahapan: 

a. Editing, yang proses seleksi data sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan data baik 

data primer maupun sekunder. Dengan editing ini diharapkan akan mewujudkan data 

yang mempunyai validitas tinggi; 

b. Coding, yaitu memberikan kode pada data sesuai kategori yang telah ditentukan dan 

dimasukan ke dalam tabel-tabel tertentu; 

c. Interpretasion, yaitu menafsirkan data sehingga mempunyai makna. Analisis 

dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif tanpa menafikan pendekatan 

kuantatif.  

  Pendekatan berpikir dalam menganalis data dengan cara: 
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a. Empirik-Induktif yaitu menganalisis data dengan pendekatan dari kenyataan, kasus-

kasus, hal-hal yang bersifat khusus untuk ditarik generaliasi. 

b. Teoritik-deduktif, yaitu analisis data dengan pendekatan dari ketentuan peraturan, 

teori atau doktrin untuk dijadikan alat analisis terhadap suatu kasus, kenyataan di 

lapangan, hal-hal yang bersifat khusus. 
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BAB V. HASIL PENELITIAN 

1. Konsep Pranata Wakaf 

Pranata wakaf adalah suatu pranata yang berasal dari hukum Islam. Oleh karena 

itu, apabila membicarakan masalah perwakafan pada umumnya dan perwakafan tanah 

pada khususnya, tidak mungkin untuk melepaskan diri dari pembicaraan tentang 

konsepsi wakaf menurut hukum Islam. Akan tetapi, dalam hukum Islam tidak ada 

konsep yang tunggal tentang wakaf ini, karena banyak pendapat yang sangat beragam. 

Kata wakaf berasal dari bahasa arab al-waqf yang semakna dengan kata al-habs 

berarti menahan. Secara istilah, wakaf berarti menahan harta yang dapat diambil 

manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang 

Tuhan), serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah S.W.T. 

Mundzir Qahaf, menyebutkan wakaf adalah menahan harta baik secara abadi 

maupun sementara, dari segala bentuk tindakan pribadi, seperti menjual dan 

memberikan wakaf atau yang lainnya, untuk tujuan pemanfaatannya atau hasilnya 

secara berulang-ulang bagi kepentingan umum atau khusus, sesuai dengan tujuan yang 

disyaratkan oleh wakif dan dalam batasan hukum syariat. 

Hilman Hadikusumo, mengartikan wakaf adalah memberikan, menyediakan 

sesuatu benda yang sifatnya kekal, seperti tanah untuk dinikmati dan dimanfaatkan 

kegunaannya bagi kepentingan masyarakat menurut ajaran Islam. 
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Imam Suhadi, memberikan definisi bahwa wakaf adalah pemisahan suatu harta 

benda seseorang yang disahkan dan benda itu ditarik dari benda milik perseorangan 

dialihkan penggunaannya kepada jalan kebaikan yang diridhai Allah Swt, sehingga 

benda-benda tersebut tidak boleh dihutangkan, dikurangi atau dilenyapkan. 

Untuk lebih jelasnya dapat dikemukakan berikut ini beberapa rumusan atau 

penjelasan tentang wakaf dari para ulama,15 yaitu : 

a. Menurut Abu Hanifah yang diriwayatkan oleh Wahbah Az-Zuhaily “Wakaf 

adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan wakif secara hukum dan 

penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum”.  

b. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan, golongan Syafi'iyyah dan 

golongan Hanabilah “Wakaf adalah menahan harta yang memungkinkan diambil 

manfaatnya, tetapi bukan untuk dirinya, dibelanjakan wakif untuk mendekatkan 

diri kepada Allah SWT.” Dengan diwakafkan itu, harta keluar dari pemilikan 

wakif dan harta tersebut secara hukum milik Allah SWT. Bagi wakif terhalang 

untuk memanfaatkannya dan wajib mendermakan hasilnya untuk tujuan 

kebaikan. 

c. Menurut Golongan Malikiyah “Wakaf mempunyai arti bahwa pemilik harta 

memberikan manfaat harta yang dimiliki bagi mustahiq”. Menurut mereka harta 

tersebut dapat berupa benda yang disewa kemudian hasilnya diwakafkan. 

Kelebihan dari pendapat Malikiyah ini, yakni orang yang berwakaf tidak harus 
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menunggu yang bersangkutan memiliki tanah (benda yang diwakafkan) akan 

tetapi cukup menyewa benda, yang akan diwakafkan adalah hasilnya. Hal ini 

banyak manfaatnya terutama untuk memelihara harta wakaf yang ada. Di sisi 

lain pendapat ini akan menyebabkan lemahnya lembaga wakaf dan tidak sesuai 

dengan pendapat Jumhur Ulama yang mensyaratkan bahwa benda yang 

diwakafkan itu harus tetap zatnya dan dapat dimanfaatkan terus menerus.  

Selain pengertian wakaf menurut para ahli tersebut di atas, Pasal 1 ayat (1) PP No. 

28 Tahun 1977 jo Pasal 215 KHI merumuskan wakaf sebagai berikut: “Wakaf adalah 

perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta 

kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya 

untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama 

Islam”. 

Jadi menurut Pasal 1 ayat (1) PP No. 28 tahun 1977 jo Pasal 215 KHI tersebut, 

salah satu rukun wakaf adalah permanen dan wakaf sementara adalah tidak sah. Namun 

hal itu berbeda dengan pengertian wakaf pada Pasal 1 angka 1 UU No. 41 tahun 2004 

bahwa wakaf adalah “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan 

sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu 

tertentu dan sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan 

umum menurut syariah”.  
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Jadi, menurut ketentuan ini, wakaf sementara juga dibolehkan asalkan sesuai 

dengan kepentingannya.17  

1. Dasar Hukum Wakaf 

Menurut Syafii, Malik dan Ahmad, wakaf itu adalah suatu ibadah yang 

disyariatkan. Hal ini disimpulkan baik dari pengertian umum ayat A1- Qur'an maupun 

Hadits yang secara khusus menceritakan kasus-kasus wakaf di zaman Rasulullah. Di 

antara dalil-dalil yang dijadikan sandaran/dasar hukum wakaf dalam agama Islam adalah 

Al-Qur'an :18  

1. Qs.Al-Baqarah ayat 267:  

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami 

keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk 

lalu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya 

melainkan kamu akan memicingkan mata padanya, dan ketahuilah bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji“.  

2. Qs. Ali Imran ayat 92:  

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna) 

sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang 

kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.  
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3. Qs. An-Nahl ayat 97:  

Artinya : “Barang siapa yang berbuat kebaikan, laki-laki atau perempuan 

dan ia beriman, niscayakan Aku beri pahala yang lebih bagus dari apa yang mereka 

amalkan dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala 

yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.  

4. Qs.Al-Hajj ayat77: 

 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, 

sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat 

kemenangan”.  

5. Sunnah Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW 

bersabda, “Apabila Anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, 

kecuali tiga perkara, yakni shadaqah jariyah yang mengalir terus menerus, ilmu yang 

bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya” (HR. Muslim).19  

6. Hadits Nabi yang lebih tegas menggambarkan dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu 

perintah Nabi kepada Umar ra untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, 

“Dari Ibnu Umar ra berkata bahwa sahabat Umar ra memperoleh sebidang tanah di 

Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar 

berkata, “Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum 

pernah mendapatkan harta sebaik itu maka apakah yang engkau perintahkan 
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kepadaku? Rasulullah menjawab, “Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu 

dan kamu sedekahkan (hasilnya)”. (HR. Muslim). 

Mengembangkan pengertian wakaf yang landasannya terdapat di dalam AlQur'an 

dan Hadits menjadikannya sebagai sandaran dari perwakafan berdasarkan pemahaman 

serta adanya isyarat tentang hal tersebut. Hanya Hadits tentang Umar r.a. yang secara 

lebih khusus menceritakan mengenai wakaf, walaupun redaksi yang digunakan adalah 

rash sadaaqa atau menyedekahkannya. 

Apa yang dilakukan Umar tersebut merupakan peristiwa perwakafan yang 

pertama dalam riwayat Islam.  

Di Indonesia sampai sekarang terdapat berbagai peraturan mengatur perwakafan 

tanah milik. Seperti dimuat dalam buku Himpunan Peraturan Perundang-undangan 

Perwakafan Tanah yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, maka dapat dilakukan 

inventarisasi sebagai berikut:22  

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tanggal 24 September 1960 tentang  

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.  

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

3. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-  

Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  
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4. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tanggal 17 Mei 1977 tentang Perwakafan 

Tanah Milik  

5. Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.  

3. Rukun dan Syarat Wakaf 

Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur yang ada 

dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus saling menopang satu 

dengan yang lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. 

Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (mazhab 

Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah:  

1. Ada orang yang berwakaf (wakif)  

2. Ada sesuatu benda atau harta yang diwakafkan (maukuf)  

3. Ada tujuan atau tempat kemana harta itu diwakafkan atau penerima wakaf (maukuf 

„alaih)  

4. Ada pernyataan (sighat) sebagai pernyataan kehendak dari wakif. 

Selain keempat hal tersebut, dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

2004 tentang Wakaf, unsur atau rukun wakaf ditambah 2 (dua) lagi yaitu :  

1. Ada pengelola Wakaf (Nazhir)  

2. Ada jangka waktu yang tak terbatas  
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Dari tiap unsur-unsur wakaf tersebut harus dipenuhi syarat-syarat masing-masing 

yakni:  

1. Syarat-syarat orang yang mewakafkan (Wakif) 

Wakif harus mempunyai kecakapan melakuakan tabbaru yaitu melepaskan hak 

milik tanpa imbangan materiil. Artinya mereka telah dewasa (baligh), berakal sehat, tidak 

di bawah pengampuan dan tidak karena terpaksa berbuat. Cakap ber-tabarru didasarkan 

pertimbangan akal yang sempurna pada orang yang telah mencapai umur baligh. Di 

dalam fikih Islam dikenal dua pengertian yaitu baligh dan rasyid, pada istilah baligh 

dititikberatkan pada umur sedangkan rasyid mengacu kepada kematangan jiwa atau 

kematangan akalnya.  

Oleh karena itu, lebih tepat bila menentukan kecakapan ber- tabarru dengan 

ketentuan pula adanya syarat rasyid. Sejalan dengan ini misalnya penentuan dewasa 

menurut adat yang tidak saja melihat umurnya, terlebih penting mendasarkan pada 

kenyataan sudahkah matang jiwanya, sudahkah mampu mandiri, walaupun sudah cukup 

umur tetapi kalau belum mempunyai kecakapan bertindak atau belum dapat mandiri, 

masih belum dianggap dewasa. Contoh lain dalam UU No. 1 Tahun 1974 menetapkan 

umur kawin (baligh) 16 tahun wanita dan 19 tahun bagi pria (Pasal 7 ayat 1).  

2. Syarat-syarat barang yang diwakafkan (Maukuf) 
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Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama 

dipergunakan dan hak milik Wakif murni. Harta wakaf dapat berupa benda tetap maupun 

benda-benda bergerak, suatu saham pada perusahaan dagang, modal uang yang 

diperdagangkan, dan lain sebagainya.  

Perlu diperhatikan dalam hal wakaf berupa modal, keamanan modal harus terjaga 

sehingga memungkinkan berkembang dan mendatangkan untung yang kemudian dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan wakaf tentu saja di dalam menjalankan modal yang 

merupakan harta wakaf itu harus berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam. 

Misalnya perlu dipahami kaidah fiqhiyah Syirkah, Ijarah (sewa-menyewa), riba dan lain-

lain.  

3. Syarat-syarat tujuan/penerima wakaf (Mauquf „alaih) 

Mauquf „alaih tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, hal ini sesuai dengan 

sifat amalan wakaf sebagai salah satu bagian dari ibadah. Mauquf `alaih harus merupakan 

hal-hal yang termasuk kategori ibadah pada umumnya, sekurang-kurangnya hal-hal yang 

dibolehkan atau “mubah” menurut nilai hukum Islam.  

Selain tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ibadah, Mauquf „alaih harus 

jelas apakah untuk kepentingan umum seperti untuk mendirikan mesjid, ataukah untuk 

kepentingan sosial seperti pembangunn panti asuhan, ataukah bahkan untuk keperluan 

keluarga sendiri. Apabila ditujukan kepada kelompok orang-orang tertentu, harus disebut 

nama atau sifat mauquf „alaih secara jelas agar harta wakaf segera dapat diterima setelah 
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wakaf diikrarkan. Demikian juga apabila diperlukan organisasi (badan hukum) yang 

menerima harta wakaf dengan tujuan membangun tempat-tempat ibadah umum.  

4. Syarat-syarat Shighat Wakaf  

Shighat (lafadz) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan 

atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan 

atau lisan dapat dipergunakan menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat 

hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu 

saja pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar-benar dimengerti pihak 

penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.  

Mengingat bahwa amalan wakaf telah dipandang terjadi dengan berbagai 

konsekuensi yang ada setelah terjadinya wakaf melalui pernyataan wakaf (ijab), maka 

pernyataan menerima (qabul) dari mauquf „alaih tidak diperlukan.  

5. Syarat-syarat pengelola wakaf (Nazhir)  

Nazhir wakaf adalah orang, organisasi atau badan hukum yang memegang amanat 

untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik- baiknya sesuai dengan wujud dan 

tujuannya.  

Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi Nazhir asalkan ia tidak terhalang 

melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, kalau Nazhir itu adalah perseorangan, ada 
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beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu beragama Islam, dewasa, dapat dipercaya 

(amanah) serta mampu secara jasmani dan rohani untuk menyelenggarakan segala urusan 

yang berkaitan dengan harta wakaf.  

6. Syarat jangka waktu  

Para fuqaha berbeda pendapat tentang syarat permanen dalam wakaf Di antara 

mereka ada yang mencantumkannya sebagai syarat tetapi ada juga yang tidak 

mencantumkan. Karena itu, ada di antara fuqaha yang membolehkan wakaf Muaqqat 

(wakaf untuk jangka waktu tertentu).  

 

Pendapat pertama yang menyatakan bahwa wakaf haruslah bersifat permanen, 

merupakan pendapat yang didukung oleh mayoritas ulama. Mayoritas ulama dari 

kalangan Syafi‟iyah, Hanafiyah, Hanabilah (kecuali, Abu Yusuf pada satu riwayat), 

Zaidiyah, Ja‟fariyah dan Zahriyah berpendapat bahwa wakaf harus diberikan untuk 

selamanya (permanen) dan harus disertakan pernyataan yang jelas untuk itu.  

 

Pendapat kedua yang menyatakan bahwa wakaf boleh bersifat sementara 

didukung oleh fuqaha dari kalangan Hanabilah, sebagian dari kalangan Ja‟fariyah dan 

Ibnu Suraij dari kalangan Syafi‟iyah. Menurut mereka, wakaf sementara itu adalah sah 

baik dalam jangka panjang maupun pendek.  
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Di Indonesia, syarat permanen sempat dicantumkan dalam KHI. Pada Pasal 215 

KHI dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang 

atau badan hukum yang memisahkan  

sebagian dari benda miliknya dan melembagakan untuk selama-lamanya guna 

kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. Jadi 

menurut pasal tersebut, wakaf sementara adalah tidak sah. Namun syarat itu kemudian 

berubah setelah keluarnya UU No. 41 Tahun 2004. Pada Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 

tersebut dinyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan 

atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau 

untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan 

atau kesejahteraan umum menurut syariah. Jadi menurut ketentuan ini, wakaf sementara 

juga diperbolehkan asalkan sesuai dengan kepentingannya. 

Namun untuk sahnya suatu amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagai 

berikut:  

1. Wakaf harus dilakukan secara tunai, tanpa digantungkan kepada akan terjadinya 

sesuatu peristiwa dimasa yang akan datang, sebab pernyataan wakaf berakibat 

lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf. Selain itu berwakaf 

dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf itu.  

2. Tujuan wakaf harus jelas, maksudnya hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang 

kepada siapa diwakafkan. Apabila seseorang mewakafkan harta miliknya tanpa 
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menyebutkan tujuan sama sekali, wakaf dipandang tidak sah. Misalnya “saya 

wakafkan tanah sawah ini” tanpa menyebutkan kepada siapa tanah sawah itu 

diwakafkan, menjadi tidak sah hukumnya. Walaupun begitu, apabila Wakif 

menyerahkan wakafnya kepada sesuatu badan hukum, maka badan hukum itu dapat 

dipandang sebagai mauquf. Dengan demikian penggunaan harta wakaf tersebut 

diserahkan kepada badan hukum yang berwenang mengurusnya.  

7. Wakaf merupakan hal yang harus dilaksanakan tanpa syarat boleh khiyar. Artinya tidak 

boleh membatalkan atau melangsungkan wakaf yang telah dinyatakan sebab pernyataan 

wakaf berlaku tunai dan untuk selamanya. 

 

8. Macam-macam Wakaf  

Wakaf sebagai suatu lembaga dalam hukum Islam tidak hanya mengenal 1 (satu) 

macam wakaf saja, ada berbagai macam wakaf yang dikenal dalam Islam yang 

pembedaannya didasarkan atas beberapa kriteria. Asaf A.A. Fyzee mengutip pendapat 

Ameer Ali membagi wakaf dalam 3 (tiga) golongan adalah sebagai berikut :  

1. Untuk kepentingan yang kaya dan yang miskin dengan tidak berbeda;  

2. Untuk keperluan yang kaya dan sesudah itu baru untuk yang miskin;  

3. Untuk keperluan yang miskin semata-mata. 
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Menurut hukum Islam wakaf terdiri 2 (dua) macam yaitu Wakaf Ahli dan Wakaf 

Khairi: 

1. Wakaf Ahli (wakaf keluarga atau khusus)  

Wakaf Ahli atau biasa disebut wakaf keluarga atau wakaf khusus adalah 

merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik 

keluarga wakif atau bukan, misalnya mewakafkan buku-buku untuk anak-anaknya yang 

mampu mempergunakan, kemudian diteruskan kepada cucu-cucunya. Wakaf semacam 

ini dipandang sah dan yang hendak menikmati harta wakaf adalah mereka yang ditunjuk 

dalam pernyataan wakaf.  

2. Wakaf Khairi (Wakaf Umum)  

Sedangkan wakaf khairi atau wakaf umum adalah merupakan wakaf yang sejak 

semula ditujukan untuk kepentingan umum (orang banyak), tidak dikhususkan untuk 

orang-orang tertentu. Wakaf umum ini sejalan dengan amalan wakaf yang menyatakan 

bahwa pahalanya akan terus mengalir sampai wakif tersebut telah meninggal. Apabila 

harta wakaf masih, tetap masih dapat diambil manfaatnya sehingga wakaf ini dapat 

dinikmati oleh masyarakat secara luas dan merupakan sarana untuk menyelenggarakan 

kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang sosial- ekonomi, pendidikan, kebudayaan 

serta keagamaan.  



45 

 
 

 

Definisi ini berdasarkan hadits Umar bin Khattab tentang wakaf. Hadits tersebut 

menerangkan bahwa wakaf Umar tersebut untuk kepentingan umum, meskipun 

disebutkan juga tujuan untuk sanak kerabatnya. Oleh karena itu agar sanak kerabat Umar 

jangan sampai tidak turut serta menikmati hasil harta wakaf dipandang sudah dicakup 

oleh kata “kepentingan umum” itu sebenarnya sudah mencakup siapapun yang termasuk 

dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak kerabatnya. 

Ajaran wakaf yang diajarkan oleh Nabi didasarkan pada salah satu riwayat yang 

memerintahkan Umar bin Khattab agar tanah di Khaibar yang dimilikinya disedekahkan. 

Perintah Nabi itu menekankan bahwa substansi (keberadaan) kebun tersebut tidak boleh 

diperjual-belikan, dihibahkan atau diwariskan, dan hasilnya disedekahkan untuk 

kepentingan umat. Hadits itu memang sangat popular dijadikan dasar pelaksanaan ajaran 

wakaf dalam Islam. Arti hadits tersebut adalah :  

Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang 

tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. Menghadap Rasulullah SW, untuk meminta 

petunjuk. Umar berkata : “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di 

Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau 

perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW, bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan 

(pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar 

mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak 

diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengolahan tanah) 
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kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. 

Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan 

cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud 

menumpuk harta” (HR. Muslim).  

Suatu benda (wakaf) itu bisa dikategorikan memiliki nilai keabadian manfaat 

apabila ada empat hal dimana benda wakaf (shadaqah jariyyah) akan mendapatkan nilai 

pahala yang terus mengalir karena kemanfaatannya, yaitu : 

1)  Benda tersebut dapat dimanfaatkan (digunakan) oleh orang banyak.  

Ketika seseorang mewakafkan tanah atau bangunan untuk mendirikan sekolah 

misalnya, maka masyarakat umum akan bisa memetik kemanfaatan yang begitu besar 

terhadap kehadiran sekolah itu. Terlebih jika biaya sekolah itu sangat murah atau gratis 

setelah disubsidi dari dana pengelolaan wakaf, maka masyarakat sekitar sangat terbantu 

dalam menyekolahkan anak-anaknya. Dengan kehadiran benda wakaf yang memiliki 

nilai guna sangat tinggi itu, maka paradigma baru wakaf harus didasari oleh aspek 

tersebut, sehingga jika ada benda wakaf yang hanya memberikan kemanfaatan kecil atau 

tidak sama sekali, sudah selayaknya benda tersebut diberdayakan secara professional-

produktif dalam rangka meningkatkan nilai fungsi yang berdimensi ibadah dan 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana maksud wakifnya.  

2)  Benda wakaf memberikan nilai yang lebih nyata kepada para wakif itu sendiri. Secara 

material, para wakif berhak (boleh) memanfaatkan benda wakaf tersebut sebagaimana 
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juga berlaku bagi para penerima wakaf lainnya. Secara immaterial, para wakif sudah pasti 

akan mendapatkan nilai pahala yang bertumpuk-tumpuk dan berkesinambungan karena 

benda yang diserahkan kepada kebajikan umum bisa diambil manfaatnya oleh 

masyarakat banyak dan terus menerus.  

3)  Manfaat immaterial benda wakaf melebihi manfaat materialnya. Atau  

bisa dibahasakan sederhana dengan bahwa nilai ekstrinsik benda wakaf melebihi 

nilai intrinsiknya. Karena titik tekan wakaf itu sendiri sejatinya lebih mementingkan 

fungsi untuk orang lain (banyak) dari pada benda itu sendiri. Sehingga dengan demikian, 

orang yang mewakafkan tanah untuk mendirikan bangunan fasilitas ibadah misalnya, 

harusnya bisa pula dimaknai secara lebih luas tentang ibadah sendiri itu apa, sehingga 

tidak hanya terfokus pada pendirian bangunan masjid semata.  

4)  Dan yang paling penting dari benda wakaf itu sendiri adalah tidak menjadikan atau 

mengarahkan kepada bahaya (madharat) bagi orang lain (penerima wakaf) dan juga 

wakif sendiri. Jadi tidak dinamakan  wakaf jika ada seseorang yang menyerahkan 

sebagian hartanya untuk dibuat tempat perjudian, misalnya. Oleh karena itu, benda wakaf 

harus yang memberikan manfaat bukan mendatangkan bahaya.  

Asas Pertanggung jawaban  

Sebagai sebuah ajaran yang memiliki dimensi ilahiyyah dan insaniyyah, wakaf harus 

dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Bentuk dari 
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pertanggungjawaban tersebut adalah pengelolaan secara sungguh-sungguh dan semangat 

yang didasarkan kepada :  

1) Tanggung jawab kepada Allah SWT atas perilaku dan perbuatannya, 

Apakah perilakunya itu sesuai atau bertentangan dengan aturan-aturan- Nya. 

Segala tindakan dan tugas yang dilakukan para pihak yang terkait dengan perwakafan 

memiliki konsekuensi transendental, yaitu harus dipertanggungjawabkan di hadapan 

Allah SWT. Bagi wakif (pihak yang berwakaf) mengaharapkan aliran pahala yang 

tiada henti- hentinya atas amal sosial berupa sedekah jariyah yang diperuntukkan bagi 

masyarakat banyak. Dan bagi nazhir, memiliki beban amanah yang tidak ringan karena 

disamping mewujudkan niat para wakif, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat, juga 

pertanggungjawaban secara vertical baik sebagai pribadi maupun kelompok (nazhir). 

Al- Quran dengan tegas mengatakan bahwa setiap orang akan diperiksa dan dimintai 

pertanggungjawaban, dalam QS. Al-Ankabut :13 yang artinya : “Dan sesungguhnya 

mereka akan memikul beban-beban mereka dan beberapa beban beserta pikulan-

pikulan mereka, dan mereka akan ditanyai perihal dusta yang mereka ada-adakan”. 

Dan QS An-Nahl ayat 93 yang artinya : “Dan sesungguhnya kamu akan ditanyai dari 

hal sesuatu yang kamu kerjakan”.  

2)  Tanggung jawab kelembagaan, yaitu tanggung jawab kepada pihak yang memberikan 

wewenang, yaitu lembaga yang lebih tinggi sesuai dengan jenjang organisasi 

kenazhiran. Lembaga kenazhiran yang terdiri dari sub organisasi pengelolaan dan 
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pengembangan, masing- masing sub harus bertanggung jawab kepada lembaga yang 

lebih tinggi. Sehingga fungsi-fungsi kontrol organisasi dapat berjalan dengan baik 

agar amanah yang sedang diemban dapat dipenuhi secara optimal.  

3)  Tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab yang dilakukan berdasarkan saluran-

saluran dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Seorang nazhir atau orang 

yang diberikan wewenang dalam pengelolaan wakaf selaku pemegang amanah harus 

mampu mempertanggungjawabkan tindakannya, bahwa apa yang dilakukannya itu 

benar-benar sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara hukum yang bersangkutan 

harus siap diajukan ke pengadilan jika kelak dalam pelaksanaan amanah ternyata 

menyalahi aturan hukum yang berlaku. 

4) Tanggung jawab sosial, yaitu tanggung jawab yang terkait dengan moral masyarakat. 

Seseorang (nazhir wakaf) dalam melakukan tindakan harus dapat 

dipertanggungjawabkan pula kepada masyarakat secara moral bahwa perbuatannya 

itu bisa aman secara sosial yaitu tidak mencederai norma-norma sosial yang ada di 

masyarakat. Karena apabila melakukan perbuatan yang tercela maka yang 

bersangkutan akan mendapat sanksi sosial berupa dipermalukan di tengah-tengah 

masyarakat dengan dibeberkan dan dipergunjingkan keburukannya. Selain para pihak 

yang terkait dengan wakaf bisa bertanggung jawab secara kelembagaan dan hukum, 

juga harus bertanggung jawab dengan perilakunya sehari-hari  

Asas profesionalisme management 
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Manajemen pengelolaan menempati pada posisi paling urgen dalam dunia 

perwakafan. Karena yang paling menentukan benda wakaf itu lebih bermanfaat atau tidak 

tergantung pada pola pengelolaan, bagus atau buruk. Kalau pengelolaan benda-benda 

wakaf selama ini hanya dikelola “seada-adanya” dengan menggunakan “manajemen 

kepercayaan” dan sentralisme kepemimpinan yang mengesampingkan aspek pengawasan, 

maka dalam pengelolaan wakaf secara modern harus menonjolkan sistem manajemen 

yang lebih profesional. Dan asas profesionalitas manajemen ini harusnya dijadikan 

semangat pengelolaan benda wakaf dalam rangka mengambil kemanfaatan yang lebih 

luas dan lebih nyata untuk kepentingan masyarakat banyak (kebajikan).  

Dalam sebuah teori manajemen modern biasa disebut dengan istilah TMQ (Total Quality 

Management) dengan kerangka teori yang utuh hanya mengerucut kepada empat hal, 

yaitu : 

1) Amanah (dapat dipercaya). Secara garis umum, pola manajemen dianggap profesional jika 

seluruh sistem yang digunakan dapat dipercaya, baik input atau output-nya. Input dalam 

sebuah pengelolaan bisa dilihat dari Sumber Daya Manusianya, dalam hal wakaf adalah 

pihak nazhir yaitu : 

a)  Memiliki standar pendidikan yang tinggi (terdidik) dan standar moralitas yang 

unggul, sehingga seluruh proses yang dilakukan dapat menghasilkan produk yang 

baik dan tidak merugikan orang lain.  
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b)  Memiliki ketrampilan lebih, sehingga dapat memberikan produk yang berkualitas 

dan memiliki kelebihan dibandingkan dengan yang lain.  

c)  Adanya pembagian kerja (Job Description) yang jelas, sehingga tidak akan terjadi 

tumpang tindih wewenang, peran dan tanggung jawab.  

d)  Adanya standar hak dan kewajiban. Tidak ada ketimpangan antara hak dan 

kewajiban setiap masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah pengelolaan 

manajemen.  

e)  Adanya standar operasional yang jelas dan terarah, sehingga tidak akan terjadi 

kepincangan manajemen.  

2)  Shiddiq (jujur). Disamping amanah (dapat dipercaya), shiddiq (jujur) adalah sifat 

mendasar, baik yang terkait dengan kepribadian SDMnya maupun bentuk program 

yang ditawarkan sehingga konsumen atau masyarakat merasa tidak dimanfaatkan 

secara sepihak. Bentuk program atau produk yang dipasarkan harus diinformasikan 

secara benar, seperti jika membuat produk tersebut tidak mengandung bahan- bahan 

yang dilarang atau membahayakan kesehatan, seperti minyak babi, fomalin dan lain 

sebagainya.  

3)  Fathanah (cerdas/brillian). Kecerdasan sangat diperlukan untuk menciptakan produk 

(program) yang bisa diterima oleh pasar (masyarakat) dengan menawarkan berbagai 

harapan yang baik dan maju. Produk yang ditawarkan memberikan kesempatan-
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kesempatan yang sangat dinantikan oleh konsumen. Sebagai contoh, dalam 

pengelolaan benda-benda wakaf harus berbentuk usaha yang kiranya dapat membuka 

lapangan kerja baru, dapat membantu pedagang kecil dan sebagainya, serta hasilnya 

dapat dinikmati untuk kesejahteraan masyarakat banyak.  

4) Tabligh (menyampaikan informasi yang benar/transparan). Sebenarnya konsep tabligh 

ini lebih kepada kemauan dan kemampuan menyampaikan segala informasi yang baik 

dan benar. Dalam manajemen, penyebarluasan informasi yang baik dan jujur sangat 

terkait dengan pola pemasaran dan pelaporan keuangan. Pemasaran sebuah produk 

harus disampaikan secara jujur, tidak menipu atau membodohi masyarakat. Strategi 

pemasaran yang diterapkan harus mengikuti kaidah-kaidah hukum dan moral yang 

berlaku dimasyarakat sehingga tidak akan menimbulkan kecurigaan atau keresahan 

yang tidak perlu.  

Sedangkan, potret kepemimpinan manajemen yang baik dalam lembaga 

kenazhiran bisa dilihat dari tiga aspek sebagai berikut : 

1)  Transparansi  

Dalam kepemimpinan manajemen profesional, transparansi menjadi ciri utama 

yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Ketika aspek transparansi sudah 

ditinggalkan, maka kepemimpinan tidak akan berjalan dengan baik, bahkan membuka 

peluang terjadinya penyelewengan yang tak terkendali. Adanya transparansi 

kepemimpinan dalam lembaga kenazhiran harus dijadikan tradisi untuk menutup 
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tindakan ketidakjujuran, korupsi, manipulasi dan lain sebagainya. Transparansi adalah 

aspek penting yang tak terpisahkan dalam rangkaian kepemimpinan yang diajarkan oleh 

nilai-nilai Islam.  

2)  Public accountability (pertanggungjawaban umum)  

Pertanggungjawaban umum merupakan wujud dari pelaksanaan sifat amanah 

(kepercayaan) dan shidiq (kejujuran). Karena kepercayaan dan kejujuran memang harus 

dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga tidak ada istilah 

manajemen “Co Boy”, yaitu manajemen tunggal yang tertutup tanpa adanya keterbukaan 

yang sangat rentan dengan penyimpangan.  

3) Aspiratif (mau mendengar dan mengakomodasi seluruh dinamika lembaga 

kenazhiran).  

Seorang nazhir yang dipercaya mengelola harta milik umum harus mendorong 

terjadinya sistem sosial yang melibatkan partisipasi banyak kalangan. Hal ini dilakukan 

untuk menghindari terjadinya pola pengambilan keputusan secara sepihak oleh kalangan 

elit kepemimpinan. Sehingga mengurangi, bahkan menutup potensi- potensi yang 

berkembang, yang bisa jadi mungkin lebih jauh lebih baik atau sempurna. Kaedah prinsip 

dalam gerakan yang aspiratif merupakan cermin dari sifat adil dalam diri atau 

lingkungannya.  

Asas Keadilan Sosial 
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Penegakan keadilan sosial dalam Islam merupakan kemurnian dan realitas ajaran 

agama. Orang yang menolak prinsip keadilan sosial ini dianggap sebagai pendusta agama 

(QS. Al-ma‟un:17). Substansi yang terkandung dalam ajaran wakaf sangat tampak 

adanya semangat menegakkan keadilan sosial melalui pendermaan harta untuk kebajikan 

umum. Walaupun wakaf sebatas amal kebajikan yang bersifat anjuran, tetapi daya dorong 

untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan sangat tinggi. Karena prinsip yang 

mendasari ibadah wakaf adalah terciptanya kondisi sosial kemasyarakatan yang dibangun 

di atas kesamaan hak dan kewajiban sebagai makhluk Allah. Konsepsi keadilan sosial 

ekonomi yang Islami mempunyai ciri khas dari konsep ekonomi yang lain, diantaranya : 

 

1) Keadilan sosial dilandasi prinsip keimanan yaitu bahwa semua orang yang ada di 

alam semesta adalah milik Allah (QS. Yunus : 55). Manusia sebagai khalifah 

Allah dan sesuai dengan fitrahnya yang teomorfis ia dianugerahkan pemilikan 

sebagai karunia-Nya. Ajaran Islam tidak membenarkan seseorang melakukan 

penimbunan kekayaan (iktikar) demi kepentingan diri sendiri, karena manusia 

hanyalah sebagai khalifah dan pemegang amanah Allah untuk memfungsikan 

harta. Sikap yang dituntut dari orang yang memiliki kelebihan harta adalah sikap 

moderat (adil), antara tidak terlalu rakus melakukan penimbunan dan tidak terlalu 

menghambur-hamburkan harta kekayaan. Sikap yang baik adalah mendermakan 

secara ikhlas sebagian harta kekayaan tersebut untuk kepentingan kebajikan, 
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khususnya kaum fakir dan miskin, sehingga terwujudlah pemertaan pendapatan 

dan kemakmuran secara adil. 

2) Menggalakan sistem pendistribusian kembali pendapatan yang sifatnya built in, 

yang lebih diefektifkan lagi dengan mengaitkannya pada ridha Allah. Islam 

mentolelir ketidaksamaan pendapatan marginal guna merangsang inisiatif 

individu. Islam lebih mendorong dan mengakui kenyataan, bahwa terjadinya 

perbedaan-perbedaan ini dikarenakan oleh adanya kesempatan yang tidak sama, 

dan ini sering terjadi terutama bersumber dari pranata kekayaan pribadi. Hal ini 

merupakan faktor penghambat terhadap usaha pemerataan pendapatan.  

 

3) Keadilan sosial dalam Islam berakar pada moral. Implikasinya secara otomatis 

mendorong kewajiban untuk berbuat adil dan saling membantu. Al-Quran 

menetapkan bahwa salah satu sendi kehidupan adalah keadilan, ia lebih utama 

daripada kedermawnan (ihsan). Keadilan didefinisikan sebagai kerjasama untuk 

mewujudkan masyarakat yang bersatu secara organik. Justru itu, jika diantara 

mereka ada yang tidak dapat meraih prestasi itu atau memenuhi kebutuhan 

pokoknya, mereka yang berlebihan harus merasa terpanggil untuk membantu 

mereka yang serba kekurangan, agar dapat bersama menikmati kehidupan yang 

sejahtera. Konsep keadilan sosial yang dianut oleh Islam juga menjadi asas 

paradigma baru wakaf, yaitu jika kita mewakafkan sebagian harta tidak tertuju 

pada aspek kedermawanan seseorang belaka, tetapi dengan sikap tersebut 
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mengandung sisi penegakan keadilan sosial yang lebih merata. Dan karena 

memiliki asas fundamental tersebutlah, maka wakaf harus dikelola secara 

profesional agar tidak menjadi tumpukan-tumpukan harta yang sedikit atau tidak 

memberi manfaat kepada masyarakat umum.  

Evolusi Hukum Mengenai Wakaf Tanah  

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Sebagai Hukum Positif di 

Indonesia  

Praktik perwakafan khususnya tanah milik dikalangan umat Islam sudah berjalan 

jauh sebelum pemerintahan Kolonial Belanda di Indonesia. Masyarakat mewakafkan 

hartanya di samping didorong untuk kepentingan umum juga yang paling penting karena 

motivasi keagamaan. Di Indonesia pengaturan wakaf pertama kali baru dimulai sejak 

awal abad ke-20 yang dilakukan pihak pemerintah kolonial Belanda. 

a. Wakaf sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977  

1) Pelaksanaan Wakaf 

Wakaf yang berasal dari lembaga Hukum Islam telah diterima oleh hukum adat 

bangsa Indonesia sejak dahulu di berbagai daerah Nusantara. Hal ini disebabkan karena 

wakaf merupakan perbuatan hukum tersendiri yang bersifat rangkap, artinya disatu pihak 

obyeknya mendapatkan kedudukan yang khusus, sedang di pihak lain perbuatan tersebut 

juga menimbulkan suatu badan dalam hukum adat ialah suatu badan hukum (recht 
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person) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subjek hukum (recht 

subjek).  

Wakaf dalam masyarakat Indonesia saling mempengaruhi di antara ketentuan adat 

dan hukum fiqih Islam sehingga menyebabkan lembaga wakaf menjadi lembaga adat 

pula, persepsi hukum wakaf kedalam hukum adat tidak mengherankan karena sebagian 

bangsa Indonesia beragama Islam, hanya saja ada kesalahpahaman mengenai masalah 

wakaf ini yang seolah-olah wakaf hanya untuk pendirian masjid dan pesantren saja, 

sebenarnya orang dapat mewakafkan tanahnya atau barangnya untuk tujuan apa saja 

selama tidak bertentangan dengan Al‟Quran dan Al „Hadits.  

Jadi kesimpulannya bahwa sejak jaman dahulu, jauh sebelum Peraturan 

Pemerintah No. 28 tahun 1977, wakaf ini telah dikenal dan dilaksanakan oleh bangsa 

Indonesia dikenal dalam hukum adat yang sifatnya tidak tertulis dengan mengambil 

sumber hukum dari Islam.  

2. Perundang-undangan yang mengaturnya 

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa wakaf telah banyak dilakukan jauh 

sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1950, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria 

yang memuat pasal-pasal yang menjadi dasar adanya Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 

1977 sebagai realisasi pelaksanaan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Dasar Pokok- Pokok 

Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960.  
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Namun demikian peraturan pokok kolonial serta peraturan lain ketika itu 

dianggap tidak lagi memadai dan sudah banyak yang tidak relevan dengan perkembangan 

masyarakat Indonesia sehingga bangsa Indonesia berkeinginan untuk merubah hukum 

agraria warisan untuk mengatur perwakafan tanah secara tuntas sesuai dengan makna 

kemerdekaan.  

Berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Peraturan 

Dasar Pokok-Pokok Agraria yang juga sering disebut UUPA adalah Undang-Undang No. 

5 Tahun 1960 (LN 1960 No. 104). UndangUndang Pokok Agraria ini adalah sebagai 

perangkat peraturan yang mengatur bagaimana penggunaan dan pemanfaatan bumi, air, 

dan ruang angkasa Indonesia untuk kesejahteraan bersama. Di dalam peraturan dasar 

pokok-pokok agraria nasional sebagaimana yang dapat dilihat pada penjelasan umum 

tentang Undang-Undang Pokok Agraria angka II, dan IV mamberikan dasar- dasar umum 

tentang pengaturan tanah di Indonesia yang dimaksudkan untuk. 

a) Meletakan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria Nasianal yang akan 

merupakan alat untuk membawa kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi 

negara dan rakyat pada umumnya.  

b) Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan penyederhanaan 

dalam hukum pertanahan.  
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c) Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak 

atas tanah dilihat dari bab XI Pasal 49 dari Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 

1960.  

 Wakaf setelah berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 Peraturan 

Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik termuat dalam 

Lembaran Negara (LN No. 38) dan Tambahan Lembaran Negara No. 2107 yang 

merupakan realisasi dari pelaksanaan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Dasar Pokok-

Pokok Agraria atau UUPA No. 5  

 Tahun 1960 mulai berlaku tanggal 17 Mei 1977 atau 17 tahun kemudian. Dengan 

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 ini maka peraturan 

perwakafan tanah milik dan sebagainya tercantum dalam Bijblad No. 6169, 

Nornor 12573 tahun 1931, No. 13390 tahun 1934 dan No. 13480 tahun 1935 

beserta ketentuan-ketentuan dalam peraturan pemerintah ini dinyatakan tidak 

berlaku lagi. 

Setelah ditetapkan PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, sesuai 

dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) peraturan tersebut telah dikeluarkan beberapa 

peraturan pelaksanaan antara lain adalah :  

1)  Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 tahun 1977 tanggal 26 November 1977 

tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah mengenai Perwakafan Tanah Milik yang 

terdiri dari 5 bab 14 pasal.  
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2)  Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 tanggal 10 Januari 1978 tentang 

peraturan pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah 

Milik yang terdiri dari 10 bab dan 20 pasal  

3)  Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 

1978 tanggal 23 Januari 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 

28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Instruksi ini ditujukan 

kepada seluruh Indonesia yang instruksinya antara lain adalah agar dapat 

melaksanakan dengan sebaik-baiknya ketentuan.  

4)  Ketentuan dalam PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah, milik dan 

peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Peraturan Tanah 

Mengenai Perwakafan Tanah Milik, serta Peraturan Menteri Agama No. 1 

Tahun 1978 tentang peraturan pelaksanaannya.  

5)  Peraturan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. 

Kep/D/75/1979 tanggal 19 April 1978 tentang formulir dan pedoman 

pelaksanaan peraturan tanah milik.  

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan 

Pelaksanaannya, maka terjadilah perubahan yang mendasar tehadap hukum yang 

mengatur tentang perwakafan tanah milik, karena lembaga wakaf tidak lagi dipandang 

sebagai lembaga keagamaan yang bersandar kepada Hukum Islam, tetapi lebih dari itu 



61 

 
 

 

perwakafan tanah milik telah diangkat kedudukannya sebagai lembaga yang diakui dan 

diatur dalam Hukum Agraria Nasional, sebagimana konsekwensinya segala sesuatu harus 

memenuhi persyaratan yang diatur dan ditentukan oleh ajaran Islam juga harus 

memenuhi syarat formal yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah tentang Perwakafan 

Tanah Milik.  

Pada dasarnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan PP No. 28 Tahun 1977 

masih terdapat perbedaan. Dalam PP No. 28 Tahun 1977 obyek wakaf yang diatur hanya 

tanah milik berdasarkan pada Undang- Undang Pokok Agraria, sehingga obyek wakaf 

menurut PP No. 28 Tahun 1977 sangat terbatas. Sedangkan Di dalam Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), obyek wakafnya meliputi benda bergerak maupun benda tidak bergerak, 

selain itu KHI mengatur pula ketentuan yang belum diatur di dalam PP No. 28 Tahun 

1977 yaitu tentang pembatasan Nazhir sampai 3 (tiga) orang. Dengan demikian 

pengaturan wakaf dalam KHI lebih luas dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 1977. 

KHI telah bersifat antisipatif terhadap perkembangan kebutuhan umat Islam tentang 

wakaf.  

c. Wakaf Tanah Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam 

Kompilasi Hukum Islam memuat substansi hukum perwakafanyang terdiri dari 5 

(lima) bab, 15 (lima belas) pasal (mulai dari Pasal 215 sampai dengan Pasal 229) yaitu :  

1) Bab Pertama, berisi ketentuan umum yang memuat tentang  pengertian wakaf, wakif, 

ikrar, benda wakaf, nazhir, (PPAIW)  Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (Pasal 215).  



62 

 
 

 

2) Bab dua, memuat fungsi (Pasal 216), unsur-unsur dan syarat-syarat wakaf Pasa1 217-

2I9), kewajiban dan Hak-hak Nazhir (Pasal 220- Pasal 222).  

3)  Bab tiga, memuat tata cara perwakafan (Pasal 223), Pendaftaran benda wakaf (Pasal 224).  

4)  Bab empat, memuat perubahan benda wakaf (Pasal 225), penyelesaian perselisihan benda 

wakaf (Pasal 226), pengawasan (Pasal 227).  

5)  Bab lima, memuat ketentuan peralihan (Pasal 228), ketentuan penutup (Pasal 229).  

d. Wakaf ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004  

Pada tanggal 17 Oktober 2004, Pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru 

yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini 

merupakan undang-undang pertama yang secara khusus mengatur Wakaf. Dengan 

berlakunya undang-undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan atau diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan 

undang-undang ini.  

Sebelum PP Nomor 28 Tahun 1977, perwakafan di Indonesia diatur dengan salah 

satu pasal dalam Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu Pasal 49 dimana wakaf hanya 

diinterpretasikan dalam bentuk wakaf. Sehingga banyak pihak yang mengatakan bahwa 

Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 adalah suatu bentuk usaha penggabungan 

dari beberapa peraturan tentang wakaf yang sudah berlaku sebelumnya. M. Fuad Nazar 
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dalam tulisannya tentang “Tinjauan Undang-Undang Wakaf”, mengatakan bahwa 

undang-undang tersebut dirancang dengan beberapa tujuan, yaitu: 

1)  Mengadakan unifikasi berbagai peraturan tentang wakaf  

2)  Menjamin kepastian hukum di bidang wakaf  

3)  Melindungi dan memberi rasa aman bagi Wakif dan Nazhir (perseorangan, 

organisasi, maupun badan hukum)  

4)  Sebagai sarana untuk mengembangkan tanggungjawab bagi para pihak yang 

mendapat kepercayaan untuk mengelola wakaf  

5)  Mendorong optimalisasi pengelolaan dan pengembangan wakaf  

6)  Memperluas pengaturan mengenai wakaf sehingga mencakup pula wakaf benda tidak 

bergerak dan wakaf benda bergerak termasuk wakaf 7) Sebagai koridor kebijakan 

publik dalam rangka advokasi dan penyelesaian perkara dan sengketa wakaf.  

Secara umum banyak hal baru dan perbedaan yang terdapat dalam UU No. 41 

Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan PP No. 28 Tahun 1977 maupun Kompilasi 

Hukum Islam walaupun banyak pula kesamaannya.  

UU No. 41 Tahun 2004 mengatur subtansi yang tebih luas bila dibandingkan 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU 

No. 41 Tahun 2004 dengan PP No. 28 Tahun 1977 adalah ruang lingkup subtansi yang 

diaturnya. UU No. 41 Tahun 2004 mengatur wakaf dalam lingkup yang lebih luas, tidak 
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terbatas hanya pada wakaf tanah milik, juga membagi benda wakaf menjadi benda tidak 

begerak dan benda bergerak. Benda tidak bergerak contohnya hak atas tanah, bangunan 

atau bagian bangunan, tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah, serta hak 

milik atas rumah susun. Sedangkan benda bergerak contohnya adalah uang, logam mulia, 

surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual dan hak sewa.  

Hal berbeda lain yang terdapat pada UU No. 41 Tahun 2004 adalah mengenai 

cara penyelesaian sengketa. Pada undang-undang ini penyelesaian sengketa dapat 

diselesaikan melalui mediasi, arbitase dan jalan terakhir adalah melalui pengadilan. Hal 

ini berbeda dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya yang menjadikan 

pengadilan sebagai jalan utama untuk penyelesaian sengketa wakaf. Pada Undang-

undang No. 41 Tahun 2004, pengadilan benar-benar dijadikan jalan terakhir yang 

dilakukan bila jalan yang lain tidak berhasil menyelesaikan sengketa wakaf. Hal ini juga 

bisa dilihat sebagai salah satu peningkatan di bidang perwakafan dan dapat mengurangi 

image negatif dari masyarakat yang selama ini melihat banyaknya kasus wakaf yang 

harus diselesaikan melalui pengadilan.  

Sementara itu, hal baru juga terdapat dalam undang-undang ini dan tidak terdapat 

dalam dua peraturan sebelumnya adalah menyangkut dibentuknya badan baru yaitu 

Badan Wakaf Indonesia (BWI).  

BWI adalah sebuah lembaga independen yang dibentuk pemerintah untuk 

memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional. BWI berkedudukan di Ibukota 
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Negara dan dapat membentuk perwakilan di Propinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai 

dengan kebutuhan. BWI beranggotakan paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 

orang yang berasal dari anggota masyarakat. Keanggotaan BWI tersebut diangkat dan 

diberhentikan oleh Presiden untuk masa jabatan 3 tahun.34  

Adapun tugas dan wewenang BWI adalah : 

1) Melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola danmengembangkan 

harta benda wakaf.  

2)  Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala 

nasional dan internasional.  

3)  Memberikan persetujuan dan atau perizinan atas perubahan dan peruntukan 

dan status harta benda wakaf.  

4)  Memberikan dan mengganti Nazhir.  

5)  Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. 

6)  Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan di bidang perwakafan. Dalam menjalankan tugasnya, biaya operasional BWI 

dibantu oleh pemerintah. Pada akhir masa tugas BWI membuat laporan 

pertanggungjawaban yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan 

kepada menteri. Laporan tahunan ini kemudian akan diumumkan kepada masyarakat. 



66 

 
 

 

Dengan dibentuknya BWI, tugas-tugas yang berkaitan dengan wakaf yang selama 

ini diampu oleh KUA menjadi kewenangan BWI. Dengan pembentukan BWI diharapkan 

pengelolaan dan pengembangan wakaf bisa menjadi lebih baik, karena BWI adalah badan 

yang memang secara khusus hanya mengurusi tentang wakaf.  

e. Wakaf ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Peraturan 

Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 memuat substansi hukum perwakafan yang terdiri dari 

11 (sebelas) bab, 61 (enam puluh satu) pasal, yaitu : 

1) Bab Pertama, berisi ketentuan umum yang memuat tentang pengertian wakaf, wakif, 

ikrar wakaf, nazhir, mauquf, akta ikrar wakaf, sertifikat wakaf uang, (PPAIW) Pejabat 

Pembuat Akta Ikrar Wakaf, lembaga keuangan syariah, bank syariah, Badan Wakaf 

Indonesia (BWI), Kepala Kantor Urusan Agama dan menteri (Pasal 1).  

2)  Bab dua, memuat umum (Pasal 2-3), Nazhir perseorangan (Pasal 4-6), Nazhir 

organisasi (Pasal 7-10), Nazhir badan hukum (Pasal 11-12), tugas dan masa bakti nazhir 

(Pasal 13-14).  

3)  Bab tiga, memuat jenis harta benda wakaf (Pasal 15-27), Akta Ikrar Wakaf 

Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Pasal 28-36), Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf 

(Pasal 37).  

4)  Bab empat, memuat tata cara pendaftaran harta benda wakaf (Pasal 38-43), 

pengumuman harta benda wakaf (Pasal 44).  
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5)  Bab lima, memuat pengelolaan dan pengembangan (Pasal 45-48). 

6)  Bab enam, memuat penukaran harta benda wakaf (Pasal 49-51). 

7)  Bab tujuh, memuat bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 52). 

8)  Bab delapan, memuat pembinaan dan pengawasan (Pasal 53-56). 

9)  Bab sembilan, memuat sanksi administratif (Pasal 57). 

10) Bab sepuluh, memuat ketentuan peralihan (Pasal 58-59).  

11) Bab sebelas, memuat ketentuan penutup (Pasal 60-61).  

 

3. Tata Cara Perwakafan dan Pendaftaran Wakaf Milik 

Oleh karena wakaf merupakan perwujudan dari hablumminannas,berarti 

keberadaannya merupakan perbuatan muamalat yang dalam pelaksanaannya memerlukan 

bantuan alat negara guna tercapai kesempurnaan pelaksanaan wakaf dimaksud. 

Sehubungan hal ini, maka baik bagi seseorang secara pribadi ataupun kolektif (keluarga) 

maupun badan hukum, apabila bermaksud hendak mewakafkan tanah miliknya, maka ia 

tidak dapat sekehendak hati saat itu dapat mewujudkan kehendaknya. Akan tetapi untuk 

mewujudkan kehendaknya itu terlebih dahulu ia harus menempuh proses atau prosedur 
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atau tata cara tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, 

mulai dari proses persiapan sampai kepada ikrar wakafnya itu sendiri.  

 Persiapan Pelaksanaan mewakafkan 

Persiapan mana menyangkut hal-hal seperti misalnya pengumpulan bahan-

bahan persyaratan administratif yang harus senantiasa dibawa serta didalam 

pelaksanaan ikrar wakafnya. Bahan- bahan persyaratan administratif dimaksud 

adalah sebagai berikut :  

1) Sertifikat 

Apabila sertifikat hak milik ini belum dipunyainya maka dapat 

diganti dengan tanda bukti pemilikan atas tanah lainnya. Sertifikat ketitir, 

petuk (petok), girik dan semacamnya.  

Persyaratan ini memang diperlukan sebagai bukti bahwa tanah 

yang akan diwakafkan tersebut betul-betul tanah miliknya. Ketentuan ini 

mengingat sifat keabadian dan kekekalan yang melekat pada lembaga 

wakaf, oleh karena sifat hak atas tanah yang turun-temurun, terpenuh dan 

terbulat, adalah hak milik, maka hak atas tanah macam itulah yang dapat 

diwakafkan, walaupun dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 

tentang wakaf tidak mensyaratkan tanah yang akan diwakafkan itu harus 

tanah yang berstatus hak milik.  
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2) Surat keterangan tidak tersangkut sengketa dan pembebanan. 

Surat keterangan semacam ini diperlukan guna memberikan 

kejelasan bahwa bahwa tanah yang akan diwakafkan tersebut betul- betul 

bebas untuk dialihkan kepada pihak lain dan tidak terikat oleh suatu sitaan 

(dalam sengketa) pembebanan-pembebanan tertentu seperti halnya hipotik 

dan credit verband. Surat keterangan dimaksud harus dimintakan oleh 

calon wakif kepada Kepala Desa atau Lurah (sejenisnya) yang mewilayahi 

tanah yang akan diwakafkan. Ia harus juga diperkuat dan diketahui oleh 

camat setempat.  

3) Surat Keterangan Pendaftaran Tanah 

Surat keterangan yang dimaksud adalah surat pendaftaran tanah 

yang diatur oleh PP Nomor 10 Tahun 1961.  

4) Surat izin Bupati atau Walikotamadya  

Surat izin dimaksud di dalam praktiknya didelegasikan 

wewenangnya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

setempat. Surat keterangan semacam ini dibutuhkan guna diketahui 

tentang sejauh mana keadaan tanah yang akan ditawarkan tersebut di masa 

yang akan datang. Jadi jelasnya, di dalam persiapan pelaksanaan 

perwakafan ini beberapa lembaga atau orang yang harus dihubungi oleh 
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calon wakif, dalam rangka mendapatkan persyaratan- persyaratan 

administratif yang harus dipenuhinya, mereka adalah :  

a) Kepala Desa, Lurah atau sejenisnya;  

b) Camat;  

c) Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten; 

d) Saksi-saksi;  

e) Calon Nazhir (pengelola harta wakaf ).  

 

b. Tata Cara Pelaksanaan Perwakafan 

 

Ketika seorang atau calon wakif akan mewakafkan sebidang tanah atau sebagian, 

maka setelah selesai segala urusan persiapan pelaksanaan sebagaimana tersebut di atas, 

selanjutnya agar perwakafan tanah milik dapat dilaksanakan dengan tertib, maka 

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 jo Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Tata Cara Perwakafan Tanah Milik mengatur sebagai berikut :  

1. Perorangan atau Badan Hukum yang akan mewakafkan tanah miliknya (sebagai 

calon wakif) datang sendiri ke hadapan PPAIW untuk melaksanakan ikrar wakaf. 

Bila calon Wakif tidak dapat datang ke hadapan PPAIW karena suatu sebab, 

seperti sakit, sudah sangat tua dan lain-lain, dapat membuat ikrar wakaf secara 
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tertulis dengan persetujuan Kepala Kantor Deperteman Agama Kabupaten letak 

tanah yang bersangkutan di hadapan dua orang saksi. Ikrar wakaf itu kemudian 

dibacakan pada Nazhir di hadapan PPAIW. 

2. Pada waktu menghadap PPAIW tersebut, Wakif harus membawa surat-surat 

sebagaimana telah disebutkan pada tahap persiapan pelaksanaan mewakafkan di 

atas.  

3. PPAIW kemudian meneliti surat-surat dan syarat-syarat tersebut, apakah sudah 

memenuhi untuk pelepasan hak atas tanah (untuk diwakafkan), meneliti saksi-

saksi dan mengesahkan susunan Nazhir. 

4. Di hadapan PPAIW dan 2 (dua) orang saksi, wakif mengikrarkan (mengucapkan) 

kehendak wakaf itu kepada Nazhir yang telah disahkan. Ikrar tersebut harus 

diucapkan dengan jelas dan tegas serta dituangkan dalam bentuk tertulis. Bagi 

Wakif yang tidak dapat mengucapkan ikrarnya, karena bisu misalnya, ia dapat 

menyatakan kehendaknya itu dengan isyarat, kemudian mengisi formulir ikrar 

wakaf. Selanjutnya, Wukif, Nazhir, saksi-saksi dan PPAIW menandatangani 

blangko ikrar wakaf tersebut. Tentang isi dan bentuk ikrar wakaf telah ditentukan 

di dalam Peraturan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam tanggal 18 

April 1978 No. Kep/D/75/78. 

5. PPAIW segera membuat Akta Ikrar Wakaf rangkap 3 (tiga) masing-- masing 

dibubuhi materai dan salinannya rangkap 4 (empat).  

 Lembar pertama disimpan oleh PPAIW. 
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 Lembar kedua untuk keperluan pendaftaran di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kotamadya setempat. 

 Lembaran ketiga dikirimkan kepada pengadilan agama setempat. 

 Dan salinan Akta Ikrar Wakaf disampaikan kepada:  

o Lembaran pertama diserahkan kepada Wakif. 

o Lembaran kedua diserahkan kepada Nazhir. 

o Lembaran ketiga diserahkan kepada Kandepag setempat. 

o Lembaran keempat dikirim kepada kepala desa/lurah setempat.  

 

Ketentuan tentang Akta Ikrar Wakaf ini, menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 10 Tahun 1961 adalah untuk memenuhi asas publisitas dan asas 

spesialitas. Asas publisitas adalah asas yang mengharuskan nama, status hak dan 

adanya beban pada sebidang tanah terdapat dalam daftar umum, artinya bahwa 

daftar tersebut terbuka bagi umum. Sedang asas spesialitas adalah asas yang 

menghendaki agar lokasi letak tanah, luas dan tanda batasnya harus tampak jelas. 

Oleh karena itu sebidang tanah harus diukur, dipetakan, dan dihitung luasnya. Jadi 

asas publisitas menekankan pada segi legalitas yakni segi hukum atas tanah 

sedangkan asas spesialitas menekankan pada segi teknik pelaksanaan.  

 

c. Tata Cara Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik  
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Pendaftaran tanah wakaf adalah suatu usaha untuk menciptakan ketertiban 

administrasi dan kepastian hukum terhadap harta benda wakaf. Hal ini merupakan upaya 

pemerintah sebagai organisasi yang menjalankan kepentingan umum, untuk 

mengamankan dan menjaga keberlangsungan harta benda wakaf sehingga manfaatnya 

akan terus bergulir dari waktu ke waktu, dari satu generasi ke generasi berikutnya. 

Dengan demikian pendaftaran wakaf harus dituangkan dalam suatu ketentuan hukum 

positif, yang berlaku di Indonesia.  

Ketentuan hukum pertama kali yang memuat tentang pendaftaran wakaf adalah 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, 

kemudian Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-

undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Dari peta pengaturan tentang wakaf di atas maka dipandang perlu 

mengembangkan ajaran wakaf dengan mengharmoniskan unsur syariah dan unsure 

subtantative dalam hukum wakaf wakaf positif dan prakteknya. 

Prinsip-Prinsip Harmonisasi 

Kecenderungan Fenomena 

Wakaf 

Prinsip Harmonisasi Prinsip Syariah Wakaf 

Pemahaman Sempit Pemahaman strategis Pemahaman Ideal 

Kebijakan Terbatas Kebijakan Responsif Kebijakan Holistik 

Obyek Tetap/Tanah Intens dan Ekstens Obyek 

Luas 

Obyek Tak Terbatas 

Subyek Terbatas Intens dan Ekstens Subyek  Partisipasi Luas 

Kelembagaan Negara Centris Kelembagaan Independen 

dan profesional 

Tata Kelola Berbasis Public 

Engagement and 

Accountability 
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A. Gambaran Umum Masyarakat Kota Yogyakarta  

Sebelum membahas mengenai kendala yang dihadapi oleh pesyarikatan 

muhammadiyah sebagai nazhir dan solusinya, terlebih dahulu penulis ingin memaparkan 

secara singkat tentang keadaan wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta agar lebih 

jelas dalam mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan kendala-kendala 

perwakafan yang ada di Kota Yogyakarta.  

1. Geografi 

Luas wilayah Kota Yogyakarta 32,5 Km2 atau kurang lebih 1,02% dari luas 

Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagian besar tanahnya regosol 

dengan formasi geologi batuan sedimen old andesit, terdapat 3 buah sungai yang 

mengalir dari utara ke selatan yaitu :  

1. Sungai Gajah Wong yang mengalir di bagian timur kota.  

2. Sungai Code yang mengalir di bagian tengah kota.  

3. Sungai Winongo yang mengalir di bagian barat kota.  

Secara administratif Kota Yogyakarta berbatasan dengan :  

1. Sebelah utara : Kabupaten Sleman  

2. Sebelah timur : Kabupaten Bantul dan Sleman  

3. Sebelah Selatan : Kabupaten Bantul  

4. Sebelah Barat : Kabupaten Bantul dan Sleman  
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Wilayah Kota Yogyakarta terletak antara 110o 20‟41” sampai 110o 24‟ 14” Bujur 

Timur dan 07o 45‟ 57” sampai 07o 50‟ 25” Lintang Selatan, serta terletak pada 

ketinggian 75 meter sampai dengan 132 meter diatas permukaan air laut. Luas wilayah 

berdasarkan tinggi tempat dapat dilihat pada tabel berikut :  

 

Tabel 2 

Ketinggian Wilayah Kota Yogyakarta (diatas permukaan laut) Tahun 2008  

No  Kecamatan  

Ketinggian (Ha)  

0 – 25 m  25 – 50 m  50 – 100m  100 – 700m  500 – 1000 m  

1  Mantrijeron  -  -  261,0000  -  -  

2  Kraton  -  -  140,0000  -  -  

3  Mergangsan  -  -  202,1050  28,8950  -  

4  Umbulharjo  -  -  604,6456  205,3544  -  

5  Kotagede  -  -  302,4915  4,5085  -  

6  Gondokusuman  -  -  -  399,0000  -  

7  Danurejan  -  -  -  110,0000  -  

8  Pakualaman  -  -  -  63,0000  -  

9  Gondomanan  -  -  41,8925  70,1075  -  
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10  Ngampilan  -  -  30,7500  51,2500  -  

11  Wirobrajan  -  -  72,4263  103,5737  -  

12  Gedongtengen  -  -  -  96,0000  -  

13  Jetis  -  -  -  170,0000  -  

14  Tegalrejo  -  -  -  291,0000  -  

Jumlah (Ha)  -  -  1.657,3109  1.592,6891  -  

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta 3. Kemiringan Lahan  

Kota Yogyakarta mempunyai luas wilayah dengan kemiringan antara 0 – 2 % 

terletak di kecamatan Umbulharjo mencapai 764,57 sedangan daerah dengan kemiringan 

diatas 40 % yang terbesar terdapat di Kecamatan Kota Gede dengan kemiringan 

mencapai 3,94 seperi terlihat pada tabel beikut :  

Tabel 3 

Luas Wilayah Berdasarkan Kemiringan Lahan di Kota Yogyakarta Tahun 2008  

No  Kecamatan  

Luas Berdasarkan Lereng / Kemiringan Lahan (Ha)  

0 – 2%  2 – 15%  15 – 40%  >40%  

1  Mantrijeron  244,4342  12,1800  4,3858  -  

2  Kraton  140,0000  -  -  -  

3  Mergangsan  105,0550  25,9450  -  -  
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4  Umbulharjo  764,5430  45,0400  1,6600  0,7300  

5  Kotagede  277,800  23,2600  2,5200  3,9400  

6  Gondokusuman  328,5800  67,7600  2,6600  -  

7  Danurejan  75,8600  27,6400  5,9400  0,5600  

8  Pakualaman  63,0000  -  -  -  

9  Gondomanan  105,9200  6,0800  -  -  

10  Ngampilan  50,9200  31,0800  -  -  

11  Wirobrajan  147,3500  21,2600  6,0600  1,3300  

12  Gedongtengen  84,4400  8,3200  2,8200  0,4200  

13  Jetis  148,3200  20,7400  0,4800  0,4600  

14  Tegalrejo  254,6600  24,0200  8,8200  3,5000  

Jumlah (Ha)  2.890,3892  313,3200  35,3458  10,9400  

Sumber Data : Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta 4. Tipe Tanah  

Kota Yogyakarta yang terletak di daerah dataran lereng gunung berapi Merapi, 

mempunyai jenis tanah regosal atau vulkanis muda.  

B. Study Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir Dalam 

Pengelolaan dan Pendaftaran Tanah Wakaf Di Kota Yogyakarta  
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Sebelum membahas secara khusus mengenai peranan Persyarikatan 

Muhammadiyah sebagai nazhir dalam pengelolaan dan pendaftaran tanah wakaf di Kota 

Yogyakarta, penulis ingin memaparkan sejarah mengenai tentang status atau kedudukan 

Persyarikatan Muhammadiyah sebagai nazhir menurut Undang- Undang Nomor 41 

Tahun 2004 tentang Wakaf. 

1. Status atau Kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Nazhir  

 

menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.  

Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah 18 Nopember 1912 Miladiyah, oleh K.H 

Ahmad Dahlan didirikan suatu persyarikatan sebagai "gerakan Islam" dengan nama 

"MUHAMMADIYAH" yang disusun dengan Majelis-Majelis (bagian-bagiannya), 

mengikuti peredaran zaman serta berdasarkan "syura" yang dipimpin oleh hikmah 

kebijaksanaan dalam permusyawatan dan Muktamar. 

Muhammadiyah adalah organisasi atau persyarikatan yang merupakan sebuah 

gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid. Sebagai sebuah 

organisasi yang pada hakekatnya merupakan suatu gerakan, Muhammadiyah memiliki 

tujuan, disamping usaha kerjasama dan sekelompok orang yang disebut anggota 

Persyarikatan, bekerja melaksanakan usaha tersebut untuk mewujudkan tujuan yang telah 

ditentukan. 
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Kehadiran Muhammadiyah dimaksudkan untuk menangani semua aspek 

kehidupan sosial, sesuai dengan problem yang dihadapinya. Pada awal berdirinya, 

Muhammadiyah menitikberatkan pada usaha dakwah melalui pendidikan, dan pembinaan 

keluarga Muslim yang hanya mencakup wilayah Residen Yogyakarta, kemudian meliputi 

seluruh jawa dan seluruh wilayah jajahan Hindia Belanda, bahkan akhirnya diperluas 

wilayahnya. Demikian halnya amal usaha yang ditangani kian lama manjadi berkembang 

secara pesat dan cepat seiring perkembangan zaman. Dalam mencerdaskan dan 

mencerahkan kehidupan umat, Muhammadiyah berusaha mengembangkan lembaga 

pendidikan dengan membangun sekolah-sekolah, universitas, dan pondok pesantren dan 

lain sebagainya. 

Pada dasarnya, kegiatan di bidang pendidikan sudah dimulai sejak awal 

berdirinya, berkaitan dengan amal, 1929 jumlah rumah sekolah yang didirikan oleh 

Muhammadiyah di wilayah Yogyakarta, Surakarta, dan Jawa 126 buah. Dalam bidang 

pendidikan tersebut peran wakaf sangat banyak, khususnya tanah wakaf yang dikelola 

oleh pesantren-pesantren, sekolah- sekolah dan universitas yang dikelola oleh 

Muhammadiyah. 

Dalam Pasal 1 Anggaran Dasar Muhammadiyah, dirumuskan bahwa 

Persyarikatan ini bernama Muhammadiyah. Sedangkan maksud dan tujuan persyarikatan 

terdapat dalam Pasal 6 Anggaran Dasar Muhammadiyah yaitu menegakkan dan 

menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-
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benarnya. Dalam rangka untuk mencapai maksud dan tujuan dalam Pasal 7 Anggaran 

Dasar Muhammadiyah yaitu : 

(1)  Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan Da'wah Amar 

Ma'ruf Nahi Munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang 

kehidupan;  

(2)  Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program, dan kegiatan, 

yang macam dan penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;  

(3)  Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha program, dan kegiatan adalah 

pimpinan Muhammadiyah. Pasal 3 Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah 

menyebutkan bahwa Usaha Muhammadiyah meliputi yaitu: 

a) Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, 

meningkatkan pengalaman, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam 

berbagai aspek kehidupan;  

b) Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai 

aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya;  

c) Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, shadaqah, hibah, 

dan amal shalih lainnya;  

d) Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar 

berkemampuan tinggi serta berakhlaq mulia; 
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e) Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta meningkatkan 

penelitian;  

f) Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang 

berkualitas;  

g) Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; 

h) Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumber daya alam dan 

lingkungan untuk kesejahteraan; 

i) Mengembangkan komunikasi, ukhuwah, dan kerjasama dalam berbagai 

bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri 

j) .Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa 

dan bernegara; 

k) Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku 

gerakan 

l) Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan 

gerakan 

m) Mengupayakan penegakan hukum, keadilan dan kebenaran serta 

meningkatkan pembelaan terhadap masyarakat; 

n) Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.  

Berdirinya persyarikatan Muhammadiyah tidak lepas dari situasi dan kondisi yang 

berkembang pada zamannya. Kondisi umat Islam di Indonesia yang masih dalam 
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belenggu penjajahan dan hidup dan sinkretik, sehingga pengamalan Islam tidak dapat 

ditegakkan dengan kokoh dan bersih. Dalam situasi dan kondisi yang demikian K.H 

Ahmad Dahlan mengambil sebuah kebijakan, yaitu gerakannya adalah keagamaan 

melalui jalur sosial kebudayaan. Lahan inilah yang digarap oleh Muhammadiyah pada 

saat kelahirannya, namun ruhul Islam yang ditanamkan oleh Muhammadiyah pada umat 

akan berkembang luas menyentuh bidang-bidang lain.  

Ruhul Islam yang menjadi inti ajaran Muhammadiyah terdiri dari empat macam 

yaitu ruhul yang bersifat kejuangan atau jihad fi sabilillah, ruhul Islam yang bersifat 

pembelaan kepada masyarakat yang lemah juga ditanamkan oleh Muhammadiyah pada 

warganya, sehingga sejak lahirnya berorientasi pada kerakyatan, ruhul Islam yang 

bersifat penyiapan bekal kehidupan umat dan ruhul Islam yang bersifat pengembangan 

dan pemurnian Islam. Muhammadiyah telah mengalami perkembangan yang rutin dari 

masa ke masa, sehingga Muhammadiyah dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, 

kemudian mengadakan perluasan ke seluruh penjuru tanah air, berupa berdirinya 

wilayah-wilayah di tingkat propinsi, daerah- daerah tingkat kabupaten/kota, cabang dan 

ranting serta jumlah anggotanya.  

Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

merupakan pengembangan organisasi Muhammadiyah yang semula bernama Pimpinan 

Muhammadiyah Daerah (PMD) Yogyakarta yang meliputi Pimpinan Muhammadiyah 

Daerah (PMD) Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten 
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Gunung Kidul, Kabupaten Sleman dan terdiri dari 69 cabang Muhammadiyah yang 

tersebar di seluruh Propinsi DIY.  

Pengembangan organisasi merupakan realisasi dari keputusan konferensi 

Muhammadiyah Yogyakarta pada tanggal 9-10 April 1966 bertempat di Pesantren 

Aisyiyah Kauman Yogyakarta. Sesuai dengan keputusan konferensi tersebut, PMD 

Yogyakarta dibentuk dalam rangka untuk mengkoordinasikan cabang-cabang yang 

menyebar di daerah kota/kabupaten DIY.  

Kepengurusan pertama Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta 

secara definitif disahkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah 

No.07/W/66 tanggal 11 Mei 1966. Melalui Muktamar Muhammadiyah ke-37 di 

Yogyakarta pada tanggal 21-26 September 1968 diputuskan bahwa prioritas program 

Muhammadiyah mendatang diarahkan pada gerakan tajdid organisasi, tajdid amal usaha 

dan tajdid gerakan. Salah satu gerakan tajdid organisasi diwujudkan dalam bentuk 

perubahan nama dari Muhammadiyah Daerah menjadi Muhammadiyah Wilayah dan 

keputusan ini berlaku untuk seluruh Indonesia termasuk DIY, sehingga secara otomatis 

PMD DIY berubah menjadi PMW DIY dan PPMD menjadi PMD.  

Pada perkembangannya, pimpinan di persyarikatan mengalami perubahan lagi 

pada Muktamar Muhammadiyah ke-41 tanggal 7-11 Januari 1985 di Surakarta, yaitu 

Pimpinan Muhammadiyah Wilayah (PMW) menjadi Pimpinan Wilayah Muhammadiyah 

(PWM) dan Pimpinan Muhammadiyah Daerah (PMD) menjadi Pimpinan Daerah 
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Muhammadiyah (PDM). Pengembangan tajdid organisasi tersebut juga terjadi pada 

tingkat cabang- cabang yang tersebar di DIY, dengan semakin bertambahnya jumlah 

cabang. Hal ini terjadi karena pada awalnya ada beberapa cabang yang masih bergabung 

kemudian diadakan pemisahan sehingga jumlah keseluruhan Pimpinan Cabang yang ada 

di DIY berjumlah 76 cabang.  

Dengan semakin meluasnya Muhammadiyah diseluruh penjuru maka tidak 

menutup kemungkinan akan adanya perkembangan dan perluasan amal usaha 

Muhammadiyah yang meliputi berbagai bidang kehidupan. Keberhasilan Muhammadiyah 

dalam perkembangannya mengalami kemajuan yang pesat, yaitu dengan semakin 

banyaknya amal usaha Muhammadiyah yang bergerak dibidang lembaga pendidikan, 

rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, panti asuhan.  

Untuk mengelolanya maka dibentuklah kesatuan kerja yang berkedudukan 

sebagai badan pembantu persyarikatan. Badan pembantu persyarikatan yaitu Majelis 

Tablig, Majelis Pembinaan Kesejahteraan Sosial Ekonomi (PKS), Majelis Pembinaan 

Kesehatan, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan, Majelis Pendidikan Dasar Menengah 

dan Kebudayaan, Majelis Ekonomi, Majelis Tarjih, Badan Pendidikan Kader, Lembaga 

Pustaka, Lembaga Hikmah dan Studi Kemasyarakatan, Lembaga Pembinaan dan 

Pengawasan Keuangan.  

Dalam menjalankan program-programnya, Muhammadiyah mempertimbangkan 

prinsip-prinsip sebagai berikut :  
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1. Prinsip kemanusiaan dan kerahmatan  

2. Prinsip keilmuan  

3. Prinsip hukum  

4. Prinsip hikmah  

5. Prinsip ke Indonesiaan  

6. Prinsip relevansi dan kontinuitas  

Berawal dari kelima prinsip tersebut, Muhammadiyah membuat suatuprogram 

sosial dan pengembangan masyarakat yang diarahkan pada terciptanya kehidupan 

ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang lebih baik guna memberantas kemiskinan, 

keterbelakangan dan kebodohan pada masyarakat. Salah satu di antara majelis yang 

secara global menangani masalah ini adalah Majelis Wakaf dan ZIS. Majelis Wakaf dan 

ZIS merupakan Badan Pembantu Pimpinan Persyarikatan yang menjalankan tugasnya 

bertanggung jawab kepada Pimpinan Persyarikatan masing-masing. 

Lembaga Muhammadiyah sejak awal berdirinya menitikberatkan perhatiannya 

pada masalah Badan Hukum (rechtpersoon) bagi Persyarikatan. Oleh karena itu pada 

tanggal 20 Desember 1912, K. H. Ahmad Dahlan bersama H. Abdullah Sirat sebagai 

ketua dan sekretaris lembaga Muhammadiyah telah mengajukan kepada Pemerintah 

Hindia Belanda. Berdasarkan Surat Keterangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang 

Badan Hukum, dengan nomor: I-A/8.a/1588/1993 bahwa status Persyarikatan 

Muhammadiyah sebagai Badan Hukum adalah melalui surat keputusan dari yaitu:  
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1. Besluit (Surat Keputusan) dari Pemerintah Hindia Belanda :  

1. 1)  Nomor : 81 tahun 1914  

2. 2)  Nomor : 40 tahun 1920 c. Nomor : 36 tahun 1921  

2. Surat Keterangan dari Depsos RI No. K / 162.IK/ 71 / MS tentang  penunjukan 

Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang sosial;  

3. Surat Keputusan Mendagri No. SK. 14 / DDA / 1972 tentang Penunjukan  Persyarikatan 

Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik 

untuk keperluan kegiatan usaha keagamaan dan sosial;  

4. SK Menteri Agama No. 1 Tahun 1973 tentang penunjukan Muhammadiyah sebagai 

badan hukum yang bergerak dalam bidang Keagamaan;  

5. Surat Pernyataan Mendikbud RI No. 23628 / MPK / 1974 tentang penunjukan 

Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan 

Pengajaran;  

6. Surat Pernyataan Menteri Kesehatan RI No. 155 / Yan. Mede / Um / 1998 tentang 

penunjukan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak dalam bidang 

Kesehatan;  

Dengan adanya surat-surat tersebut maka usaha-usaha yang dilakukan oleh 

Muhammadiyah, seperti mendirikan sekolah, panti asuhan, rumah sakit, asuhan keluarga, 

dan usaha-usaha lain, tidak memerlukan badan hukum baru, misalnya yayasan, tetapi 

cukup dengan Badan Hukum yang dimiliki oleh Persyarikatan Muhammadiyah. 
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Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri No.SK.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 

jo Salinan Surat Keputusan Mendagri No.14/DDA/1972/A/13 tanggal 27 Pebruari 1980 

Persyarikatan Muhammadiyah ditunjuk sebagai Badan Keagamaan yang dapat 

mempunyai tanah dengan hak milik. Dalam diktum kelima Surat Keputusan Mendagri 

No.SK.14/DDA/1972 tanggal 10 Februari 1972 disebutkan bahwa tanah- tanah yang 

diperoleh setelah SK dimaksud apabila akan dimohonkan dengan status hak milik masih 

diperlukan ijin atau penetapan dari Menag/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Namun 

demikian berdasarkan Surat Keputusan Mendagri cq. Dirjen Agraria tanggal 22 Juni 1982 

No.593/2483/Agr terhadap penyelesaian permohonan status hak milik atas tanah-tanah 

yang dikuasai oleh Persyarikatan Muhammadiyah dikelompokkan dengan kualifikasi 

sebagai berikut :  

1. Berdasarkan penggunaannya :  

1. 1)  Secara langsung untuk keperluan peribadatan, misalnya untuk masjid, 

mushalla dan sebagainya;  

2. 2)  Secara langsung untuk keperluan sosial, misalnya untuk rumah yatim piatu, 

madrasah/sekolah dan sebagainya;  

3. 3)  Secara tidak langsung/untuk menunjang kegiatan persyarikatan misalnya 

untuk perkebunan, pertanian dan sebagainya;  

2. Dengan melihat cara penggunaan tanah tersebut maka hak atas tanah  yang dapat 

diberikan adalah :  

1. 1)  Untuk keperluan peribadatan/keagamaan dan keperluan sosial secara langsung 

adalah hak milik atau hak pakai selama dipergunakan;  

2. 2)  Untuk keperluan yang menunjang (penggunaan secara tidak  langsung) 

statusnya adalah Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai.  
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Dalam Keputusan Mendagri tersebut tidak perlu dimintakan ijin lagi pada 

setiap ada pengajuan permohonan hak, kecuali untuk pemindahan hak atau 

pembebanan hak. Hal ini memerlukan ijin terlebih dahulu dari Menag/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional.  

Pada perkembangannya, Muhammadiyah mendapat legitimasi hukum sesuai 

dengan Pasal 1 PP No.38 tahun 1963 yang menyatakan bahwa badan- badan hukum yang 

dapat mempunyai hak milik atas tanah, yaitu: 

(a) Badan-badan hukum yang ditunjuk oleh Mendagri (dahulu Menpenag)  setelah ada 

persetujuan dari Menteri Agama;  

(b) Badan-badan sosial yang ditunjuk oleh Mendagri dengan persetujuan Menteri 

Agama. Untuk memenuhi beberapa ketentuan seperti diatur oleh PP No.38 tahun 

1963 maka Pimpinan Pusat Muhammadiyah berusaha agar dapat ditunjuk secara 

resmi sebagai badan hukum yang memiliki hak atas tanah. Melalui SK Mendagri 

No.14/DDA/1972 tanggal 10 Pebruari 1972 dinyatakan bahwa Persyarikatan 

Muhammadiyah dengan alamat Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Jalan Menteng 

Raya No.62 Jakarta dan Jalan K.H Ahmad Dahlan No.99 Yogyakarta adalah 

sebagai badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah yang 

dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha 

keagamaan dan sosial dengan syarat-- syarat sebagai berikut :  
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a) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal surat keputusan ini, 

Persyarikatan Muhammadiyah tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan 

tanah-tanah yang dipunyai/dikuasai, dengan menyebutkan, macamnya tanah 

(sawah, tegal, pekarangan) status hak, letak, luas dan penggunaannya; 

b) Pemberitahuan tersebut harus dikuatkan oleh Bupati, Kepala Daerah cq. 

Kepala Agraria Daerah bersangkutan; 

c) Mendagri akan menetapkan lebih lanjut tanah atau yang boleh dipunyai oleh 

Peryarikatan Muhammadiyah dengan hak milik;  

d) Mengenai tanah atau tanah lainnya Mendagri meminta kepada Persyarikatan 

Muhammadiyah, agar mengalihkan kepada pihak lain yang dapat 

mempunyai dengan hak milik atau memintanya diubah menjadi hak lain, 

yaitu jika berlangsungnya pemilikan hak atas tanah tersebut oleh 

Pesyarikatan Muhammadiyah akan bertentangan dengan UUPA atau PP 

No.38 tahun 1963;  

e) Untuk memperoleh tanah hak milik sesudah tanggal SK ini Persyarikatan 

Muhammadiyah tetap memerlukan izin Mendagri. Izin tersebut harus 

diperoleh sebelum aktenya yang dimaksudkan di dalam Pasal 18 PP No. 10 

tahun 1961 dibuat oleh PPAT yang bersangkutan.  

Persyarikatan Muhammadiyah sejak berdirinya 1912 secara administratif telah 

berusaha untuk memenuhi ketentuan yang berlaku sebagai badan hukum, yaitu badan 

hukum yang berhak memiliki hak atas tanah, sehingga persyarikatan ini secara resmi 
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dapat bergerak dalam bidang sosial, keagamaan, pendidikan, dan pengajaran serta 

kesehatan yang merupakaan ruang gerak kegiatan dan amal usaha Muhammadiyah. 

Semua hak milik, harta benda dan keuangan Majelis Badan Wakaf, adalah milik 

Persyarikatan Muhammadiyah, yang pengelolaannya dilakukan oleh Majelis Badan 

Wakaf sesuai yang diatur oleh Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah masing-masing 

tingkat yang bersangkutan.  

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan yang ada dalam PDM mempunyai tugas 

pokok yaitu mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik 

persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam menunaikan wajib zakatnya. 

Sedangkan fungsi Majelis Wakaf dan Kehartabendaan di tingkat daerah adalah : 

1. Memberikan bimbingan dan mengawasi Bagian Wakaf dan ZIS di  

cabang-cabang, dalam melaksanakan tugas kewajibannya sehingga berjalan sesuai 

dengan garis kebijaksanaan Pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah;  

2. Memperhatikan perubahan-perubahan yang terjadi atas tanah-tanah wakaf dan buku 

wakaf berikut bangunannya serta harta benda tetap milik persyarikatan di lingkungan 

daerahnya;  

3. Meregistrasi dan menyimpan data-data tanah-tanah wakaf dan bukan wakaf berikut 

bangunannya serta harta benda tetap milik persyarikatan yang dikelola langsung oleh 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah sendiri atau majelis-majelis dan badan-badan lainnya 
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tingkat daerah, lengkap dengan asli surat bukti pemilikan tanah-tanah berikut 

bangunannya dan harta benda tetap lainnya milik persyarikatan yang dikelola oleh 

cabang dan ranting;  

4. Menyelenggarakan koordinasi dan hubungan kerja sama dengan majelis- majelis, dan 

badan-badan lainnya dalam rangka melaksanakan tugas Majelis Wakaf dan 

Kehartabendaan;  

5. Mengurus penyelesaian permohonan sertifikat tanah yang diajukan oleh Pimpinan 

Daerah Muhammadiyah dan membantu pengurusan sertifikat yang diajukan oleh 

Pimpinan Cabang Muhammadiyah dan badan-badan lainnya kepada Direktorat Agraria 

setempat;  

6. Mengurus dan membantu majelis-majelis, dan badan-badan lainnya tingkat Daerah, 

Cabang dan Ranting dalam rangka menyelesaikan masalah/kasus-kasus tanah milik 

Persyarikatan;  

7. Mengawasi kelancaran gerakan zakat di cabang-cabang dalam menggerakkan umat, 

khususnya warga Muhammadiyah untuk melaksanakan gerakan wakaf dan zakat serta 

memberikan sumbangan infaq dan shadaqah;  

8. Melaporkan hasilnya kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah dan PP Muhammadiyah 

Majelis Wakaf dan kehartabendaan.  
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Berlandaskan pada fungsi yang digariskan dalam Qaidah Majelis Wakaf dan 

Kehartabendaan tersebut PDM Kota Yogyakarta menindaklanjutinya dengan menyusun 

rencana program jangka panjang dan jangka pendek. Program kerja jangka panjang yang 

disebut dengan PROLITA (program lima tahun) dirumuskan dalam Musyawarah Daerah 

Muhammadiyah Kota Yogyakarta dan Rapat Kerja PDM Kota Yogyakarta dalam setiap 

periode.  

Program tersebut kemudian dirinci dan dijelaskan dalam PROKERTA (Program 

Kerja Tahunan) yang dibahas dan diputuskan pada Rapat Kerja Pimpinan setiap satu 

tahun sekali.  

Dengan adanya peraturan perwakafan tanah milik, maka urusan perwakafan 

dimungkinkan menjadi lebih tertib, mudah, dan aman dari kemungkinan perselisihan dan 

penyelewengan. Pada tanggal 27 oktober 2004, pemerintah mengeluarkan sebuah 

peraturan baru yaitu Undang-Undang No.41 tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-Undang 

ini merupakan peraturan pertama yang secara khusus mengatur tentang wakaf. Dengan 

berlakunya undang- undang ini, semua peraturan mengenai perwakafan masih berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dan atau belum diganti dengan peraturan yang baru 

berdasarkan undang-undang ini.  

Undang-Undang No.41 Tahun 2004 memuat substansi hukum tentang perwakafan 

yang terdiri dari 11 bab dan 71 pasal. Secara umum banyak hal baru dan berbeda yang 

terdapat dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 ini bila dibandingkan dengan PP 
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No.28 Tahun 1977 maupun di dalam Kompilasi Hukum Islam, disamping banyak pula 

kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang No.41 Tahun 2004 mengatur 

substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang- 

undangan yang ada sebelumnya. Salah satu perbedaan UU No.41 Tahun 2004 dengan PP 

No.28/1977 adalah salah satu hal dilengkapi dalam UU No.41 Tahun 2004 adalah 

mengenai Nazhir dan imbalan Nazhir. Dalam UU No. 41 Tahun 2004 terdapat tiga 

macam Nazhir yaitu Nazhir perorangan, Nazhir badan hukum, Nazhir organisasi. 

Imbalan bagi Nazhir dibatasi tidak boleh lebih dari 10% dari hasil bersih atas pengelolaan 

dan pengembangan harta benda wakaf.  

Nazhir perorangan harus memenuhi syarat sebagai berikut: Warga Negara 

Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohaniah, 

tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, bertempat tinggal di Kecamatan tempat 

tanah yang diwakafkan berada. Jika Nazhir tersebut berbentuk organisasi, maka harus 

memenuhi syarat sebagai berikut: Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi 

persyaratan Nazhir perseorangan, organisasi tersebut bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Sedangkan Nazhir berbentuk 

badan hukum, maka syarat yang harus dipenuhinya adalah sebagai berikut: Pengurus 

badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir perseorangan, badan 

Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum bergerak di bidang sosial, 

pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam, mempunyai perwakilan di 

Kecamatan tempat tanah yang diwakafkan.  
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Dengan demikian jika dilihat dari macam dan syaratnya Nazhir yang diatur dalam 

UU No. 41 Tahun 2004 ini maka status dan kedudukan Persyarikatan Muhammadiyah 

dalam UU No. 41 Tahun 2004 adalah sebagai Nazhir BadanHukum dimana 

berkedudukan di Indonesia yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, 

dan atau keagamaan Islam dan mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat tanah yang 

diwakafkan tersebut.  

Nazhir 

a. Pengertian Nazhir  

Istilah Nazhir berasal dari kata kerja bahasa Arab nadzara yandzurunadzran yang 

artinya adalah menjaga, memelihara (mengelola) dan mengawasi. Dalam beberapa 

pembahasan oleh ahli fiqih, Nazhir disebut juga mutawalli, yaitu orang atau badan yang 

memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf sebaik- baiknya sesuai 

dengan wujud dan tujuannya.55 Oleh karena itu didalamnya terkandung kewajiban yang 

harus dipikul Nazhir untuk mengerjakan segala sesuatu yang memungkinkan harta itu 

untuk tumbuh dengan baik dan kekal.  

Undang-undang Wakaf menempatkan Nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, 

dalam Pasal 9 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf meliputi 3 (tiga) macam Nazhir, 

yakni:56  

1)  Nazhir Perseorangan  
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Nazhir Perseorangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:  

a)  Warga negara RI  

b)  Beragama Islam  

c)  Sudah dewasa  

d)  Amanah  

e)  Sehat jasmani dan rohani  

f)  Tidak berada di bawah pengampuan  

g)  Bertempat tinggal di kecamatan tempat letaknya tanah yang  

diwakafkan.  

2)  Nazhir Organisasi  

Jika Nazhir tersebut berbentuk organisasi, maka harus memenuhi syarat :  

a)  Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan Nazhir 

perorangan.  

b)  Organisasi bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/atau 

keagamaan Islam.  

3)  Nazhir Badan Hukum Jika Nazhir tersebut berbentuk badan hukum, maka harus  memenuhi 

syarat:  

a)  Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi  persyaratan Nazhir perorangan.  
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b)  Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.  

c)  Badan hukum bergerak di bidang sosial, pendidikan,  kemasyarakatan dan/atau 

keagamaan Islam.  

d)  Mempunyai perwakilan di kecamatan tempat letaknya tanah yang diwakafkan 

Nazhir-nazhir yang tersebut di atas harus terdaftar pada Menteri danBadan Wakaf 

Indonesia. Sedangkan nazhir-nazhir ini berkewajiban untuk mengurus dan mengawasi 

wakaf serta hasilnya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri 

Agama sesuai dengan tujuan wakaf, Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala 

atas semua hal yang menyangkut kekayaan wakaf.  

Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Tanah Wakaf 

Usaha yang dilakukan agar tanah wakaf serta kekayaan yang berada di atasnya 

dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan tujuan wakaf diperlukan pengelolaan harta 

wakaf dalam suatu organisasi yang baik. Oleh karena itu agar tujuan perwakafan tersebut 

dapat tercapai, peran pengelola sebagai satu kesatuan organisasi dalam mengurus dan 

merawat harta wakaf penting sekali dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung 

jawab. 

Di Indonesia pengelola atau pengurus tanah wakaf disebut Nazhir yang tugas 

kewajiban dan hak-haknya tercantum di dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Menteri 
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Agama Nomor l Tahun 1978 tentang Perturan Pelaksanaan Pemerintah Nomor 28 Tahun 

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik sebagaimana telah dibahas. 

Selanjutnya pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, Nazhir baik yang 

berbentuk kelompok perorangan maupun badan hukum dapat melakukan dan 

menerapkan prinsip-prinsip manajemen kontemporer yang sesuai dengan ajaran agama 

Islam sehingga tanah wakaf tersebut dapat di kelola secara profesional. Setiap aktivitas 

terlebih lagi aktivitas dalam organisasi tidak terlepas dari manajemen. Secara sederhana 

manajemen diartikan: “Proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan 

pengorganisasian, kepemimpinan, pengawasan organisasi berdasarkan atas sumberdaya 

manusia, finansial dan informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan 

efektif.  

Agar nazhir bekerja sesuai dengan apa yang disyaratkan wakif dan sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, biasanya di setiap negara yang yang 

wakafnya sudah berkembang dengan baik dibentuk suatu lembaga atau badan yang salah 

satu tugasnya adalah membina dan mengawasi nazhir. Di Indonesia misalnya, dalam 

Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf diamanatkan 

perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI). Dalam Pasal 49 ayat (1) disebutkan 

Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang:  

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan 

harta benda wakaf;  
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2. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional 

dan internasional;  

3. Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta 

benda wakaf;  

4. Memberhentikan dan mengganti nazhir;  

5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf;  

6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan 

kebijakan di bidang perwakafan. 

Dalam pasal yang sama ayat (2) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya 

BWI dapat bekerjasama dengan instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, 

organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang 

dianggap perlu.  

 

Dilihat dari tugas dan wewenang BWI dalam UU ini nampak bahwa BWI selain 

mempunyai tanggungjawab untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia, juga 

mempunyai tugas untuk membina para nazhir, sehingga nantinya wakaf dapat berfungsi 

sebagaimana disyariatkannya wakaf. Adapun pengawasan terhadap perwakafan pada 

umumnya dan nazhir pada khususnya dilakukan oleh pemerintah dibantu Badan Wakaf 

atau Lembaga Wakaf dari negara yang bersangkutan. Di Indonesia misalnya, dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 
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41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 56 ayat (1) disebutkan bahwa pengawasan terhadap 

perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. (2) 

Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir 

atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. (3) Pengawasan pasif 

dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir 

berkaitan dengan pengelolaan wakaf; (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan 

publik independen. Dengan ketentuan di atas diharapkan harta wakaf bisa terlindungi dan 

pengembangannya tetap terjaga sehingga dapat berfungsi sesuai dengan kehendak wakif.  

 

Fungsi Nazhir dalam Perubahan Status dan Perubahan Pemanfaatan Tanah Wakaf 

Sebelum berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Nazhir secara sepihak 

dapat melakukan perubahan status dan pemanfaatan tanah wakaf tanpa alasan yang jelas. 

Hal tersebut sudah barang tentu menimbulkan reaksi di dalam masyarakat, terutama bagi 

mereka yang berkepentingan langsung dengan perwakafan tanah tersebut.  

Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 menggariskan 

bahwa pada dasarnya terhadap tanah-tanah milik yang telah diwakafkan tidak dapat 

dilakukan perubahan peruntukan atau penggunaan lain selain yang dimaksud dalam ikrar 

wakaf. Walaupun demikian perubahan peruntukan masih terbuka kemungkinan setelah 

lebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis Menteri Agama atau pejabat yang 
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ditunjuk dengan mengemukakan alasan antara lain: 

1) Karena tidak sesuai lagi dengan tujuan wakaf seperti yang telah diikrarkan oleh wakif.  

2) Karena untuk kepentingan umum.  

 

 

Fungsi Nazhir Dalam Penyelesaian Perselisihan dan Pengawasan Tanah Wakaf 

Nazhir yang bertanggung jawab terhadap tanah wakaf beserta harta kekayaan 

yang berada di atasnya, sedangkan pengawasannya berada pada Kepala Kantor Urusan 

Agama. Jika terdapat perselisihan menyangkut tanah wakaf penyelesaiannya dilakukan di 

Pengadilan Agama.59 Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 

tentang Perwakafan Tanah Milik, penyelesaian yang menyangkut persoalan perwakafan 

tanah dilakukan oleh Pengadilan Agama setempat sesuai dengan perundang-- undangan 

yang berlaku.  

Perwakafan tanah di Indonesia, sesungguhnya sudah berjalan lama, dan menjadi 

wewenang Pengadilan Agama yaitu sejak Pemerintah Kolonial Belanda membentuk 

Peradilan Agama di Jawa dan Madura pada tahun 1882 dengan suatu keputusan Raja 

Belanda Nomor 24 tanggal 19 Januari 1882, dimuat dalam Staatsblad 1882 Nomor 152. 

Akan tetapi dengan keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 tanggal 19 Februari 1937, 
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yang termuat dalam Staatsblad 1937 Nomor 116, masalah perwakafan tidak lagi menjadi 

wewenang Pengadilan Agama, beralih menjadi wewenang hakim biasa yaitu Landraad.  

Perselisihan lainnya yang jelas menyangkut hukum perdata dan hukum pidana 

misalnya penyerobotan tanah wakaf, akan diselesaikan melalui hukum acara dalam 

Pengadilan Negeri.  

Upaya agar pelaksanaan perwakafan tanah milik berfungsi sebagaimana mestinya 

harus diadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut. 

Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978,pengawasan dan bimbingan 

terhadap pelaksanaan perwakafan tanah milik dilakukan oleh instansi-instansi 

Departemen Agama secara hierarki yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kantor 

Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya, Kantor Wilayah Departemen Agama 

Propinsi dan Departemen Agama Pusat. Upaya pelaksanaan perwakafan tanah milik lebih 

terjamin, maka pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang 

berlaku akan dikenakan sanksi.  

1. Peranan Muhammadiyah dalam Pengelolaan Tanah Wakaf 

Agar perwakafan tanah milik benar-benar dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka 

harus ada pengelolanya. Dalam hal ini yang berhak mengelola tanah wakaf adalah 

Nazhir, yaitu Nazhir perorangan dan Nazhir badan hukum. Muhammadiyah sebagai 

organisasi sosial keagamaan telah mendapat status badan hukum dengan SK Mendagri 

No.l4/DDA/1972 tanggal 10 februari 1972. Sejak itu Muhammadiyah diakui sebagai 
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badan hukum yang berhak mengelola tanah wakaf, sesuai dengan hak dan kewajiban 

sebagai nazhir. Nazhir di Muhammadiyah digolongkan sesuai dengan tingkatan yang ada 

di Muhammadiyah, yaitu : 

a. Pimpinan Ranting Muhammadiyah;  

b. Pimpinan Cabang Muhammadiyah;  

c. Pimpinan Daerah Muhammadiyah;  

d. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah;  

e. Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Adapun peranan Ma/jelis Wakaf dan 

Kehartabendaan Pimpinan DaerahMuhamadiyah Kota Yogyakarta dalam 

pendayagunaan tanah wakaf adalah  

a. Koordinasi dan Konsolidasi  

Fungsi yang dimaksud bahwa majelis wakaf dan ZIS PDM Kota Yogyakarta 

berperan sebagai koordinator pelaksanaan wakaf yang terjadi pada tiap tingkatan 

pimpinan Muhammadiyah dibawahnya yaitu Pimpinan Cabang dan Ranting sesuai 

dengan garis kebijakan organisasi. Koordinasi ini juga mengandung makna konsolidasi 

organisasi sebagai upaya memperkuat dan mensolidkan kinerja organisasi secara 

struktural dan personal di masing-masing tingkat pimpinan baik secara internal maupun 

eksternal. 

Upaya-upaya yang dilakukan lebih ditekankan pada penataan awal secara 

personal dankarena secara resmi majelis baru dibentuk. Usaha sosialisasi aturan yang 
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disepakati juga dilaksanakan untuk langkah penyamaan persepsi pimpinan dalam 

memegang amanah, melaksanakan tugas-tugas majelis yang berkaitan dengan penerbitan 

tanah-tanah wakaf dan mengamankannya. Dalam perkembangannya koordinasi dan 

konsolidasi lebih ditingkatkan dengan memantapkan langkah-langkah penertiban 

organisasi dan administrasi terutama yang menyangkut pendataan tanah wakaf. 

Konsolidasi lebih diprioritaskan pada koordinasi internal persyarikatan dengan 

menindaklanjuti upaya-upaya yang telah dicanangkan pada periode sebelumnya. Dengan 

keluarnya PP No.28/1977 dan UU No. 41 Tahun 2004, Muhammadiyah semakin 

mengintensifkan gerakan pendaftaran tanah-tanah wakaf dengan dikoordinasikan oleh 

Pimpinan Daerah yang khusus membentuk tim khusus satuan tugas wakaf yang bertugas 

mendata tanah-tanah wakaf yang ada. Tim khusus ini juga melakukan sosialisasi tentang 

prosedur dan tata cara perwakafan yang sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 jo PP 

No.28/1977. Upaya-upaya koordinasi dan konsolidasi terus berjalan dan meningkat pada 

periode-periode berikutnya dengan semakin baik dan tertibnya administrasi perwakafan 

yang ada di Muhammadiyah.  

Beberapa bentuk koordinasi dalam hal administrasi tanah wakaf yang telah 

terwujud adalah laporan periodik tiap tengah tahun terhadap keadaan tanah wakaf yang 

dikelola oleh pimpinan ranting, cabang dan dilaporkan ke PDM Kota Yogyakarta dan 

selanjutnya diteruskan ke tingkat pusat.  
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Koordinasi dan konsolidasi internal meliputi pemantapan infra struktur dan supra 

struktur organisasi di persyarikatan majelis wakaf dan Z1S berupa optimalisasi dan 

efisiensi pimpinan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan. Bentuk dari konsolidasi dan 

koordinasi adalah musyawarah, rapat pimpinan, rapat koordinasi dan pertemuan-

pertemuan lainnya. Dalam pelaksanaannya masih belum bisa berjalan secara maksimal, 

yang salah satu sebabnya adalah sulitnya alokasi waktu dari personalia pimpinan majelis 

yang rata-rata memiliki kesibukan lain. Koordinasi juga dilakukan secara insidental 

sesuai dengan agenda kebutuhan akan suatu permasalahan.  

Koordinasi secara eksternal adalah untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak 

luar persyarikatan yang berkenaan dengan persoalan wakaf. Pihak luar mencakup 

instansi-instansi terkait, yaitu Departemen Agama dan Badan Pertanahan.  

b. Optimalisasi pelaksanaan perwakafan 

Fungsi majelis wakaf disini dimaksudkan dalam penyelenggaraan perwakafan 

yang mencakup peran dalam hal penerimaan, pendaftaran, pengelolaan dan 

pengembangan, dan penyelesaian masalah atau sengketa tanah wakaf. Peranan majelis 

wakaf dan kehartabendaan dalam masalah memperoleh tanah-tanah wakaf sangat besar. 

Berkaitan dengan penerimaan tanah wakaf sebagaimana yang dilakukan di 

Muhammadiyah yaitu wakaf individu dan kolektif. Perolehan tanah wakaf secara 

individu yakni secara langsung wakif memberikan tanah kepada Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah atau pimpinan dibawahnya yang dalam hal ini peranan majelis lebih 



105 

 
 

 

bersifat pasif. Sedangkan secara kolektif, peranan majelis wakaf lebih aktif dengan 

menggerakkan dan mengkoordinir pelaksanaan wakaf. Dalam hal ini peranan sangat 

besar karena jumlah tanah wakaf yang dikuasai sebagian besar melalui wakaf kolektif.  

Peranan Majelis Wakaf dan ZIS kaitannya dengan masalah pendaftaran tanah 

wakaf, sudah melakukan berbagai upaya agar tanah- tanah yang dimiliki dapat secepat 

mungkin mendapatkan kepastian hukum yaitu dalam bentuk sertifikat tanah hak milik. 

Sedangkan dalam hal pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf, Majelis Wakaf dan 

ZIS sebagai Nazhir telah melaksanakan tugasnya yang dalam pelaksanaannya melakukan 

kerjasama dengan mejelis-majelis lain, yang tidak hanya tebatas pada Majelis Wakaf dan 

ZIS saja. Pengembangan ini diwujudkan dengan adanya pendayagunaan tanah-tanah 

wakaf sesuai dengan amal usaha yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan dinamika 

persyarikatan.  

Persoalan-persoalan perwakafan yang terjadi di Muhammadiyah tidak terlepas 

dari tugas dan tanggungjawab majelis ini, di mana satu fungsinya adalah membantu 

penyelesaian masalah seperti kasus yang pernah terjadi di Ngamping dimana Ahli waris 

menuntut kembali tanah yang sudah diwakafkan oleh wakif. Penyelesaian masalah ini 

tergantung masalah yang dihadapinya. Dalam hal ini Muhammadiyah berusaha 

menyelesaikan dengan Musyawarah namun tidak berhasil, lalu kasus ini dibawa ke 

pengadilan namun ditingkat pertama menang Muhammadiyah.  
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c. Bimbingan dan pengawasan  

Fungsi ini dimaksudkan bahwa majelis wakaf dan kehartabendaan PDM Kota 

Yogyakarta berperan sebagai pembimbing dan pengawas dalam pelaksanaan wakaf yang 

terjadi pada tiap tingkatan Pimpinan :Muhammadiyah dibawahnya yaitu Pimpinan 

Cabang dan Pimpinan Ranting sesuai dengan garis kebijakan organisasi.  

Bentuk dari bimbingan perwakafan yang diberikan meliputi seminar-seminar, 

penyuluhan tentang tata cara perwakafan dan penataran Nazhir dalam pemanfaatan tanah 

wakaf. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengawasan dalam pelaksanaan tugas dan 

kewajiban majelis wakaf dan kehartabendaan ditingkat bawahnya, memperhatikan 

perubahan-perubahan yang terjadi atas tanah wakaf berikut bangunannya serta 

melaksanakan pengarsipan dan pendataan tanah wakaf yang dikelola langsung oleh 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah maupun yang dikelola oleh cabang-cabang se-Kota 

Yogyakarta.  

Peranan majelis wakaf dan kehartabendaan dapat terwujud dan berhasil sesuai 

dengan tugas dan fungsi yang digariskan persyarikatan. Usaha yang dilakukan agar tanah 

wakaf serta kekayaan yang berada diatasnya dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai 

dengan tujuan wakaf diperlukan pengelolaan harta wakaf dalam suatu organisasi yang 

baik dan terarah, agar tujuan perwakafan tersebut dapat tercapai, peran pengelola sebagai 

satu kesatuan organisasi dalam mengurus dan merawat harta wakaf penting sekali 

dilakukan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.  
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Berdasarkan hasil survey yang telah penulis lakukan di Pimpinan Daerah 

Muhammadiyah Kota Yogyakarta praktek perwakafan telah terjadi sebelum 

diberlakukannya ketentuan PP No. 28 Tahun 1977. Dalam pewakafan tersebut terdapat 

pengembangan terhadap ketentuan umum perwakafan, misalnya dalam tata cara 

perolehan tanah wakaf.  

Tanah wakaf Muhammadiyah di Kota Yogyakarta sebagian besar didapatkan dari 

wakaf masyarakat dan sebagian lagi dari pembelian secara kolektif yaitu dari hasil 

pengumpulan uang warga Muhammadiyah yang ingin bewakaf tetapi tidak mampu untuk 

berwakaf secara individual. Proses perwakafan tanah hasil pembelian tersebut dilakukan 

dengan dua transaksi yaitu ketika tanah tersebut dibeli, maka dibuat akta bawah tangan 

atas nama Muhammadiyah, kemudian tanah tersebut diwakafkan atas nama penjual 

dengan tujuan untuk mempermudah proses pelaksanaan wakaf agar tidak bertentangan 

dengan peraturan wakaf. Pelaksanaan wakaf tersebut dilakukan dengan dasar 

pertimbangan bahwa wakif yang berjumlah banyak tidak dapat melaksanakan ikrar wakaf 

secara bersama-sama, karena untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf harus dengan syarat-

syarat tertentu seperti menyerahkan surat kepemilikan tanah dan lainnya. Sedangkan 

untuk dapat melaksanakan wakaf dalam bentuk badan hukum tidak dapat dilaksanakan.  

Dari jumlah tanah wakaf yang dikuasai Muhammadiyah di atas hampir sebagian 

besar dipergunakan untuk membangun tempat peribadatan seperti Masjid sebanyak 170 

lokasi, Mushala sebanyak 60 lokasi serta tempat Pendidikan atau sekolah sebanyak 114 
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lokasi dan sebanyak 23 lokasi digunakan untuk sosial seperti panti asuhan, asrama, balai 

pengobatan dan kantor Muhammadiyah.  

Dari tabel jelas terlihat bahwa wakaf tanah yang dikelola PDM lebih banyak 

digunakan untuk pembangunan/pengembangan tempat ibadah dan pendidikan yang 

secara tidak langsung termasuk usaha produktif.  

A. Peranan Muhammadiyah dalam Pendaftaran Tanah Wakaf 

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta dalam memperoleh tanah 

wakaf melalui 2 (dua) cara, yaitu wakaf secara individu atau wakaf secara perorangan 

dan wakaf kolektif atau kelompok. Wakaf secara individu adalah wakaf yang langsung 

diberikan oleh wakif kepada persyarikatan sebagai Nazhir.Mekanisme wakaf individu 

yaitu seorang yang akan mewakafkan tanah miliknya datang langsung ke persyarikatan, 

kemudian bersama-sama ke Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk 

melaksanakan ikrar wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dengan disertai 

sekurang- kurangnya 2 (dua) orang saksi dalam pelaksanaan ikrar wakaf yang antara lain 

isinya mengenai tujuannya agar tanah tersebut digunakan untuk keperluan persyarikatan. 

Dalam melaksanakan ikrar wakaf pihak yang mewakafkan tanah diharuskan membawa 

serta dan menyerahkan kepada pejabat tersebut surat-surat yaitu : 

1) Sertifikat hak milik atau tanda bukti pemilikan tanah lainnya; 

2) Surat keterangan dari kepala desa yang diperkuat oleh camat yang menerangkan 

kebenaran pemilikan tanah dan tidak tersangkut suatu sengketa;  
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3) Surat keterangan pendaftaran tanah;  

4) Izin dari Bupati/Walikota, Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria 

setempat. 

Wakaf kolektif adalah tanah wakaf yang diperoleh melaluipembelian atas 

sebidang tanah yang uangnya berasal dari masyarakat atau dari amal usaha 

Muhammadiyah. Dari uang yng disetorkan tersebut dinilai sebagai, pembelian atas 

sebagian tanah yang kemudian dibelikan sebidang tanah sesuai dengan kemampun dan 

kebutuhan. Artinya tanah yang dimiliki tersebut adalah tanah-tanah yang dimiliki oleh 

beberapa orang kemudian diwakafkan kepada persyarikatan. Wakaf kolektif dilakukan 

melalui instruksi persyarikatan, yaitu Persyarikatan Daerah Muhammadiyah Kota 

Yogyakrata yang menginstruksikan kepada seluruh amal usaha yang ada atau kepada 

perorangan (individu). Adanya cara wakaf kolektif dapat memberikan kesempatan 

kepada seluruh kaum muslimin terutama anggota Muhammadiyah maupun simpatisan 

untuk ikut berwakaf kepada persyarikatan, karena hanya sedikit orang yang mempunyai 

tanah yang cukup luas dan mampu berwakaf secara pribadi.  

Tata cara perwakafan dan pendaftarannya yang dilaksanakan di Muhammadiyah, 

terdapat tata cara yang telah sesuai dengan Pasal 32 UU No. 41 Tahun 2004 jo Pasal 38 

PP No.42 Tahun 2006 jo Pasal 10 PP No. 28 Tahun 1977 jo Peraturan Menteri Dalam 

Negeri No. 6 Tahun 1977. Adapun prosedur pendaftaran tanah wakaf yaitu setelah Akta 

Ikrar wakaf disampaikan sesuai dengan ketentuan maka Pejabat Pembuat Akta Ikrar 
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Wakaf atas nama Nazhir yang bersangkutan, diharuskan mengajukan permohonan kepada 

Bupati/Walikota, Kepala Daerah cq Kepala Sub Direktorat Agraria setempat untuk 

mendaftarkan perwakafan tanah milik yang bersangkutan.  

Kepala Kantor Pertanahan setelah menerima permohonan tersebut, mendaftar atau 

mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah dan sertifikatnya, 

namun jika tanah milik yang diwakafkan tersebut belum mempunyai sertiftkat maka 

pendaftaran maupun pencatatannya dilakukan setelah tanah tersebut dibuatkan 

sertifikatnya. Jika hak atas tanah tersebut belum terdaftar pada kantor pertanahan maka 

dilakukan bersama-sama dengan permohonan pendaftaran haknya, dan jika tanah yang 

diwakafkan itu hanya sebagian maka harus diadakan pemisahan dahulu atas bagian yang 

diwakafkan dan bagian yang tidak diwakafkan.  

Masing-masing bagian tersebut dibuatkan buku tanah dan sertifikatnya. Setelah 

itu dilakukan pencatatan perwakafan terhadap tanah milik yang diwakafkan ke dalam 

buku tanah dan sertifikat. Untuk pendaftaran tanah wakaf ke Kantor Pertanahan maka 

yang harus diserahkan:  

1. Sertifikat tanah wakaf yang bersangkutan;  

2. Akta Ikrar Wakaf yang di buat PPAIW;  

3. Surat Pengesahan Nazhir.  
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Jika tanah yang diwakafkan belum mempunyai sertifikat atau belum terdaftar 

pada Kantor Agraria Kabupaten/Kota setempat harus diserahkan yaitu:  

1. Surat permohonan konversi/pengesahan haknya;  

2. Surat bukti pemilikan tanah serta surat-surat keterangan lainnya yang diperlukan 

sehubungan dengan permohonan konversi dan pendaftaran haknya;  

3. Akta Ikrar Wakaf yang dibuat oleh PPAIW setempat;  

4. Surat pengesahan dari KUA kecamatan setempat mengenai Nazhir yang bersangkutan.  

Kepala Kantor Pertanahan setelah meneliti kebenaran surat-surat tersebut dan 

mencatat perwakafan tanah milik tersebut ke dalam buku tanah dan sertifikatnya. 

Mengenai biaya pendaftaran dalam Pasal 11 Permendagri No.6 tahun 1977 ditentukan :  

1. Biaya-biaya yang berkenaan dengan pendaftaran hak untuk pertama kali  

yang dimaksud dalam Pasal 4 serta biaya-biayanya untuk pembuatan sertifikat 

pemisahan yang dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan pada ketentuan Permendagri No. SK 

41/DDA/1969 dan Permenag No.6/1995;  

2. Keringanan atau pembebanan atas biaya-biaya tersebut dalam ayat (1), dapat diajukan 

oleh calon wakif kepada Mendagri cq Dirjen Agraria berdasarkan Permenag No.SK 

41/DDA/11969.  
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Menurut Pasal 2 huruf c PMDN No.6/1977 bahwa biaya-biaya yang berkenaan 

dengan pembuatan Akta Ikrar Wakaf dan untuk pada saksi ditetapkan Menteri Agama. 

Sedangkan dalam Permenag No. l Tahun 1978 bahwa penyelesaian administrasi 

perwakafan tanah milik yang diatur dalam peraturan ini dibebaskan dari biaya kecuali 

materai. Pasal 2 PMDN No.6/1977 jo lampiran II angka V (2) Dirjen Bimas Islam 

No.KEP/D/75/78, bahwa penyelesaian pendaftaran dan pencatatan perwakafan tanah di 

kantor pertanahan setempat tidak dikenakan biaya, kecuali biaya pengukuran dan biaya 

materai menurut ketentuan perundangan yang berlaku.  

Biaya pengukuran dan pembuatan sertifikat pemisahan bidang-bidang tanah 

dikenakan bagi pendaftaran perwakafan tanah milik yang belum bersertifikat atau 

pendaftaran atas sebagian bidang tanah milik di kantor pertanahan karena kantor 

pertanahan terlebih dahulu melaksanakan pengukuran dan pembuatan sertifikat 

pemisahan bidang-bidang tanah. Biaya pendaftaran hak dan pembuatan sertifikat 

ditetapkan dalam Pasal 2 PMDN No.2 Tahun 1978, yakni :  

1. Untuk pendaftaran hak atas tanah bekas tanah adat yang belum diuraikan dalam suatu 

surat hak tanah, serta pembuatan sertifikatnya dikenakan biaya sebesar : 

1) Rp.1.000.- (seribu rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan; 

2) Rp.100.- (seratus rupiah) jika tanah yang bersangkutan terletak diluar daerah 

perkotaan.  

2. Untuk pembuatan sertifikat satu bidang tanah milik yang merupakan pemisahan dari satu 

bidang tanah hak yang sudah ada sertifikatnya dikenakan biaya : 

1) Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah), tanah yang bersangkutan terletak di daerah perkotaan; 
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2) Rp. 500.- (lima ratus rupiah) tanah yang bersangkutan terletak di luar daerah 

perkotaan.  

Yang dimaksud dengan biaya pengukuran adalah biaya yang diperlukan untuk 

mengukur, pembuatan gambar situasi, termasuk biaya materai, angkutan, tenaga, 

ditambah 10% pemasukan negara ditetapkan oleh Gubernur KDH Propinsi untuk daerah 

masing-masing. Dalam penyusunan pedoman penetapan biaya tersebut diperhitungkan 

tingkat harga setempat, serta dengan memperhatikan petunjuk teknis dari Dirjen Agraria 

atas nama Mendagri, sedangkan biaya ukur dibebankan kepada pemohon (Pasal 12 dan 

Pasal 13 PMDN No.2 tahun 1978). 

Untuk mendapat keringanan atau pembebasaan biaya ditetapkan PMDN No.2 

tahun 1978, atas permohonan yang bersangkutan, Gubernur KDH Propinsi dapat 

memberi keringanan atau pembebasan pembayaran jika yang bersangkutan dapat 

membuktikan tidak mampu membayar (Pasal 2 PMDN No. 2 tahun 1978). Sedangkan 

hasil akhir dari pendaftaran tanah sertifikat tanah, maka kegiatan pendaftaran tanah 

disebut dengan pensertifikatan tanah, demikian juga terhadap pendaftaran tanah wakaf, 

hasil akhir kegiatannya adalah penerbitan sertifikat tanah wakaf.  

Penerbitan sertifikat tanah wakaf dilakukan oleh kantor pertanahan setelah Kepala 

Kantor Pertanahan meneliti kebenaran dari surat-surat permohonan pendaftaran tanah 

wakaf dan mencatatnya dalam buku tanah dan sertifikat dengan mencoret nama pemilik 
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dan diganti dengan kata wakaf. Hal ini berarti tanah yang bersangkutan bukan lagi milik 

Wakif atau Nazhir.  

Sertifikat tanah adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 13 PP No. 10 tahun 

1961 yaitu sertifikat dalam arti teknis dan sertifikat dalam arti yuridis. Sertifikat dalam 

arti teknis adalah salinan buku tanah dan surat ukur setelah dijahit menjadi satu bersama-

sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh Menag dan diberikan 

kepada pemegang hak, sedangkan sertifikat dalam arti yuridis sertifikat adalah surat tanda 

bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sebagimana yang dimaksud, 

dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 13 ayat (4) PP No. 10 tahun 1961.  

Sertifikat tanah wakaf berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat terhadap 

tanah wakaf sehingga kepastian hukum hak atas tanah wakaf dapat terjamin, sehingga 

tanah wakaf yang brsangkutan dapat difungsikan sesuai tujuan wakaf dengan aman. 

Peranan Majelis Wakaf sebagai Nazhir kaitannya dengan masalah pendaftaran tanah 

wakaf, kini sudah melakukan berbagai upaya agar tanah-tanah yang dimiliki tersebut 

secepatnya mendapatkan kepastian hukum yaitu dalam bentuk sertifikat tanah hak milik. 

Upaya tersebut dapat dibuktikan pada tabel di atas bahwa sebagian besar dari tanah 

wakaf yang dimiliki dan dikuasai oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota 

Yogyakarta sudah didaftarkan dan sudah bersertifikat. Hal ini menunjukkan bahwa 

peranan Majelis Wakaf dan ZIS cukup serius dalam menangani masalah ini sehingga 
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dalam proses pensertifikatan tanah wakaf dapat berhasil walaupun belum bisa 100%, hal 

ini tidak luput dengan adanya kendala-kendala yang menghalanginya.  

 

 

A. KESIMPULAN  

 

1. Evolusi eksistensi wakaf di Indonesia mengalami pasang surut dalam dataran kebijakan 

maupun praktek. Untuk itu dicanangkan pelembagaan pengembangan dan pengelolaan 

wakaf.  

2. Alasan fundamental pelembagaan wakaf karena eksistensi wakaf belum berperan maksimal 

dan masih belum dikelola secara professional. Faktor kebijakan dan hukum yang belum 

memberdayakan, factor partisipasi masyarakat luas yang masih jauh dari harapan.  

3. Pelembagaan wakaf berbasis prinsip adil dan seimbang (adl wal ihsan) serta responsiveness 

(ihtimam) dalam kebijakan dan hukum serta implementasi pengelolaan dan 

pengembangannya dipercaya dapat mereitalisasi peran wakaf untuk pemberdayaan umat .  
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1. Honor 

Honor 
Honor/Jam 

(Rp.) 

Waktu 

(jam/minggu

) 

Mingg

u 

Honor per Tahun 

(Rp.) 

Th-1 Th-2 

Ketua 15.500 20 48 

14.880.00

0 

14.880.00

0 

Anggota 1 11.500 15 48 8.280.000 8.280.000 

Sub Total (Rp.) 23.160.00

0 

23.160.00

0 

2. Peralatan Penunjang   

Material 
Justifikasi 

Pemakaian 
Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Harga Peralatan per 

Tahun (Rp.) 

Th-1 Th-2 

Tape 

recorder 

Merekam 

wawancara 3 450.000 1.350.000 - 

Kaset tape 

recorder 

Merekam 

wawancara 15 10.000 150.000 150.000 

Compact 

disk 

 menyimpan 

data 

penelitian 20 7.500 150.000  150.000 

Catridge 

Printer 

Tempat 

penampung 

4 100.000 400.000 400.000 
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Hitam tinta  

Catridge 

Printer 

Warna  

Tempat 

penampung 

tinta  

4 94.000 370.000 370.000 

Tinta Cair 

(Refil) warna 

hitam 

Mencetak 

dokumen  10 30.000 300.000 300.000 

Tinta Cair 

(Refil) warna  

Mencetak 

dokumen  

10 30.000 300.000 300.000 

Flashdisk Menyimpan 

data 

4 110.000 440.000 440.000 

Printer Mencetak 

dokumen   

1 

1.200.00

0 1.200.000 - 

Stopmap 

plastik 

Menyimpan 

data fisik  

20 12.000 240.000 240.000 

Amplop 

HVS 

Proses 

perizinan  

20 2.000 40.000 40.000 

Dokumentasi 

(cetak foto) 

Cetak foto  20 6.500 130.000 130.000 

ATK  Tulis 

menulis 

2 500.000 1.000.000 1.000.000 

Modem 

HSDPA 

Koneksi 

internet 

2 350.000 700.000 - 

Pengganda 

an proposal 

Penggadaan 

proposal 

untuk 

narasumber  

30 25.000 750.000 750.000 

Penggandaan 

kuisioner 

Penggadaan 

proposal 

untuk 

responden  

20 15.000 300.000 300.000 

Penjilidan 

proposal 

Penggadaan 

proposal 

untuk 

narasumber  

25 6.000 320.000 200.000 

Penggandaan 

Lap. 

Penelitian 

Penggandaa

n laporan   20 75.000 1.500.000 1.500.000 
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Sub Total (Rp.) 

10.340.00

0 6.270.000 

3. Bahan Habis Pakai  

Material 

Justifikasi 

Pemakaian 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Harga Peralatan per 

Tahun (Rp.) 

Th-1 Th-2 

Fotokopi 

dokumen 

 Penggandaan 

data 

10.000 160 1.600.000 1.600.000 

Buku 

Catatan 

 Mencatat 

hasil-hasil 

sementarapen

elitian dan 

diskusi 10 37.000 370.000 370.000 

Kertas HVS 

F4 80 gr 

Cetak 

dokumen 

10 34.000 340.000 340.000 

Kertas HVS 

A4 80 gr 

Cetak 

dokumen 

20 40.000 800.000 800.000 

Kertas 

Folio Garis 

Menyimpan 

data 

sementara  

5 20.000 100.000 100.000 

Buku-buku  

referensi 

Studi 

pustaka  20 100.000 2.000.000 2.000.000 

Jurnal 

nasional 

dan 

Studi 

pustaka  

25 200.000 5.000.000 5.000.000 
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internasion

al 

Sub Total (Rp) 

10.210.00

0 10.210.000 

4. Perjalanan 

Rincian 

Justifikasi 

Perjalanan 

Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Harga Peralatan per 

Tahun (Rp.) 

Th-1 Th-2 

Perjalanan 

ke Jakarta 

Transportasi- 

akomodasi, 

dan konsumsi 

2 peneliti utk 

2 kali 

perjalanan  4 

3.500.00

0 

14.000.00

0 14.000.000 

Perjalanan 

di 

Yogyakarta 

Transportasi 

dan konsumsi 

2 peneliti 40 120.000 4.800.000 4.800.000 

Lumpsum Konsumsi 

diskusi 

internal tim  45 15.000 675.000 675.000 

Sub Total (Rp.) 19.475.00 19.475.000 
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0 

5. Lain-lain 

Kegiatan Justifikasi Kuantitas 

Harga 

Satuan 

(Rp.) 

Harga Peralatan per 

Tahun (Rp.) 

Th-1 Th-2 

Seminar 

hasil 

Honor, 

konsumsi, 

penggandaan 

laporan  

1 

4.560.00

0 4.560.000 4.560.000 

Poster Publikasi 

seminar 

30 40.000 - 1.200.000 

Backdrop Backdrop 

seminar 

2 300.000 - 600.000 

Sewa 

tempat 

seminar 

Pelaksanaan 

seminar hasil 2 837.500 - 1.675.000 

Pembelian 

kenang-

kenangan 

untuk 

narasumber  

Kenang-

kenangan  

5 250.000 1.250.000 1.250.000 

Pembelian 

kenang-

kenangan 

untuk 

responden  

Kenang-

kenangan 

20 100.000 2.000.000 2.000.000 

Publikasi 

jurnal 

 Publikasi 

1 

1.000.00

0 1.000.000 1.000.000 

Telekomuni

kasi 

Voucer 

selama 12 

bulan   

36 100.000 3.600.000 3.600.000 

Sub Total (Rp.) 12.410.00

0 15.885.000 
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BAB VI.  

BIAYA 

DAN  

  

   

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN 

SETIAP TAHUN 

74.895.00

0 75.000.000 

 

  

TOTAL ANGGARAN YANG DIPERLUKAN 

SELURUH TAHUN 

149.895.000 



123 

 
 

 

JADWAL PELAKSANAAN 

A. Rencana Biaya  

B. Jadwal Penelitian 

Bar Chart 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

0 s.d. 40 : menunjukkan lamanya hari (proses pelaksanaan penelitian) 
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Jadwal Pelaksanaan  

Tahun 1 

Kegiatan 

 

Tanggal 

Pelaksanaan 

 

D

urasi 

Waktu 

 

1. Pembuatan Proposal 1 Maret – 

25 April 2013 

8 

minggu 

2. Pengiriman dan persetujuan 

Proposal oleh Dikti 

Kemendiknas (desk evaluation) 

Akhir 

April 2013 

1 

bulan 

3. Presentasi Juni 2013 1 

hari 

4. Persiapan Administrasi dan 

Penandatangan kontrak  

Tengah 

Maret 2014 

1 

hari 

5. Pelaksanaan Penelitian 

 

a. Pengumpulan data 

b. Penulisan Bab I, II 

Tengah 

April - Agustus 

2014 

15 April -

5 

bulan 

 

1 
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c. Penulisan Bab III, IV dan 

V 

15 Mei 2014 

15 Mei – 

Juni 2014 

15 Juni – 

15 Juli 2014 

bulan 

1

bulan 

1 

bulan 

6. Laporan Perkembangan 

Penelitian (mid term report) 

2 Juli – 

31 Juli 2014 

1 

bulan 

7. Laporan akhir Akhir 

Agustus 2014 

1 

bulan  

8. Seminar Hasil Penelitian 

 

17 

September – 5 

Oktober  2014 

3 

minggu 

 

 

 

 

 

 

Tahun 2 

Kegiatan 

 

Tanggal 

Pelaksanaan 
D

urasi 
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 Waktu 

 

1. Pembuatan Proposal 1 Maret – 

20 April 2014 

8 

minggu 

2. Pengiriman dan Persetujuan 

Proposal oleh Dikti (desk 

evaluation) Kemendiknas 

Akhir 

April 2015 

1 

bulan 

3. Presentasi Juni 2015 1 

hari 

4. Persiapan Administrasi dan 

Penandatangan kontrak  

Maret 

2015 

1 

hari 

5. Pelaksanaan Penelitian 

 

d. Pengumpulan data 

e. Penulisan Bab I, II 

f. Penulisan Bab III, IV dan 

V 

Tengah 

April - Agustus 

2015 

15 April -

15 Mei 2015 

15 Mei – 

Juni 2015 

15 Juni – 

15 Juli 2015 

5 

bulan 

 

1 

bulan 

1

bulan 

1 

bulan 

6. Laporan Perkembangan 

Penelitian (mid term report) 

2 Juli – 

31 Juli 2015 

1 

bulan 
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7. Laporan akhir Akhir 

Agustus 2015 

1 

bulan  

8. Seminar Hasil Penelitian 

 

17 

September – 5 

Oktober  2015 

3 

minggu 

 

 

DAFT 
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Reform 
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Mata kuliah Program Pendidikan Jenis Bahan Ajar 

(Cetak) 

Sem/Tahun 

akademik 

Hk Zakat 
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Reform 
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Good Governance in 
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2012 Incorporating principles 

of Good governance in 

the Yogya Land 
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Resolusi Konflik tanah 

Berbasis Good Land 

Governance 

Ketua Dana Hibah 

Bersaing DIKTI  
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2008 Tingkat Kepuasan 

Masyarakat dalam 

Pelayanan Publik Oleh 

Kantor Kecamatan 

Ketua LOD 
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Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 

 

        Yogyakarta, 18 Februari 2014 

Yang menyatakan 

 

 

Dr. Johan Erwin Isharyanto, S.H., M.H. 
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Surat Pernyataan 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : Dr. Khaeruddin Hamsin, MA, Ph.D. 
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NIK  : 19601229200904/153.053 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal penelitian ini adalah buatan saya sendiri, 

bukan plagiat, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 

 

        Yogyakarta, 18 Februari 2014 

Yang menyatakan 

 

 

Dr. Khaeruddin Hamsin, MA., Ph.D. 
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Surat Pernyataan 

 

Yang bertandatangan di bawah ini: 

Nama  : Sunarno, S.H., M.Hum. 

NIK  : 19721228200004/153.046 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa proposal penelitian ini adalah buatan saya sendiri, 

bukan plagiat, dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak 

manapun. 

 

        Yogyakarta, 18 Februari 2014 

Yang menyatakan 

 

 

Sunarno, S.H., M.Hum. 
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